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(Q.S. Al-Kafirun : 5) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
Ba B Be 
Ta T Te 
s|a s | Es (dengan titik di atas) 
Jim J Je 
h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
Kha Kh Ka dan ha 
Dal D De 
z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
ra R Er 
zai Z Zet 
sin S Es 
syin Sy Es  dan ye 
s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
‘ain …’… Koma terbalik di atas 
gain G Ge 
fa F Ef 
qaf Q Ki 
kaf K Ka 
lam L El 
mim M Em 
nun N En 
Wau W We 
x 
 
Ha H Ha 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
Fathah A a 
Kasrah I i 
Dammah U u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. Kataba 
2. Zukira 
3. Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
xi 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
Fathah dan ya Ai a dan i 
Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Kaifa 
2. Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Qa>la 
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2. Qi>la 
3. Yaqu>lu 
4. Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Rabbana 
xiii 
 
2. Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Ar-rajulu 
2. Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Akala 
2. Taꞌkhuz|una 
3. An-Nauꞌu 
xiv 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 Wa ma> Muhammdun illa> rasu>l 
 Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Peraturan Daerah (Perda) bermuatan hukum-hukum Islam semakin bermunculan 
setelah diterapkan otonomi daerah. Dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 6 
Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim menunjukkan Kabupaten Agam sebagai 
salah satu derah yang menerapkan Perda Syariah. Faktanya tidak seluruh 
penduduk Kabupaten Agam beragama Islam. Bupati yang mengesahkan tidak 
diusung oleh partai politik Islam. Tulisan ini bertujuan menguji Perda tersebut 
dalam kerangka analisis Fikih Kebinekaan. Penulis menemukan, eksklusivitas 
dalam bingkai inklusivitas atas Perda ini. Perbedaan agama tidak dapat 
diakomodir oleh peraturan daerah ini. Pluralisme dan multikulturalisme sebagai 
konsep dasar dalam Fikih Kebinekaan tidak dapat diterapkan secara maksimal. 
Tulisan ini berkontribusi dalam melihat gejala-gejal Islam kontemporer dalam 
mengadopsi hukum-hukum Islam ke dalam peraturan-peraturan daerah. 
 
Kata Kunci: Berpakaian Muslim, Pluralisme, Fikih Kebinekaan 
 
Local regulations (Perda) charged the Islamic laws are increasingly popping up 
after applying the autonomy of the region. The promulgation of the regulation 
region number 6 2005 about Muslim Dress code shows Agam as one that 
implements the Sharia local regulations. The fact that not all the people of the 
Islamic religion Agam. Regent who legalize not carried by Islamic political 
parties. This paper aims to test the local regulation in the framework analysis of 
fiqih diversity (Fikih Kebinekaan). The authors finds exclusivity in the inclusivity 
framework of the local regulation. This change can not accommodate religious 
differences. Pluralism and multiculturalism as a basic concept in the definition of 
Kebinekaan(diversity) cannot be applied to the maximum. These writings 
contribute to see symptoms were observed in contemporary Islam adopted Islamic 
laws into the laws of the region. 
Keywords: Muslim dress code, Pluralism, fiqih diversity  
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PETA PROVISNSI SUMATERA BARAT 
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PETA KABUPATEN AGAM 
 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki salah satu suku 
besar di Indonesia. Hingga tahun 2010, hampir sekitar  87,1% etnik 
Minangkabau mendominasi provinsi tersebut.
1
 Bagi etnik Minangkabau, 
Islam memiliki peran yang sangat penting. Pepatah adat bersandi Syarak, 
Syarak bersandi Kitabullah (adat bersendi syariah, dan syariah bersendi 
Qur’an) merupakan wujud hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan antara 
adat dan Islam.
2
  
Kabupaten Agam terletak bersebelahan dengan Kota Bukittinggi, 
termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Pada mulanya, 
pemerintahan Kabupaten Agam menjadi satu dengan pemerintahan Kota 
Bukittinggi. Namun berdasarkan PP No. 8 Tahun 1998, Ibu Kota Kabupaten 
Agam Berpindah dari Bukittinggi ke Lubuk Basung.
3
 Dengan demikian, 
secara administratif, pemerintahan juga berpindah. Hingga tahun ini, 
Kabupaten Agam terdiri dari 82 negari (Desa) yang tersebar dalam 16 
Kecamatan. Dengan jumlah penduduk sekitar 463.719 (2014)
4
 dengan luas 
                                                          
1
 Persentasi didapatkan dari perhitungan jumlah suku Minangkabau dengan jumlah 
penduduk di Sumatera Barat. Subdirektorat Statistik Demografi, Kewarganegaraan, Suku 
Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010, 
(Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2011), hlm. 36. 
2
 Franz von Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann, Kegalauan Identitas: 
Agama, Etnisitas, dan Kewarganegaraan pada Masa Pasca-Orde Baru, “Identitas dalam 
Perselisihan di Minangkabau”, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2011), hlm. 17. 
3
 http://www.agamkab.go.id/?agam=profil&se=sejarah (diakses tanggal 5 Januari 2017). 
4
Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, 
https://agamkab.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/16 (diakses tanggal 5 Januari 2017). 
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wilayah sekitar 2.232 km
2
. Jumlah tersebut dapat dinilai cukup padat jika 
dibandingkan dengan luas wilayah. 
Kabupaten Agam menjadi salah satu wilayah yang memiliki pluralitas 
dan kemajemukan beragama. Hingga tahun 2008 terdapat 443.092 (Islam), 
1.963 (Kristen), 56 (Hindu), 69 (Budha), dan 7 (lainnya). Jumlah tersebut 
mengalami kenaikan ataupun penurunan dari tahun sebelumnya (2005), 
terdapat 432.816 (Islam), 2.401 (Kristen), 21 (Hindu), 19 (Budha), dan 19 
(lainnya).
5
 Penduduk yang beragama Islam mengalami peningkatan hingga 
10.276 jiwa dalam kurun tiga tahun. Peningkatan yang cukup signifikan 
dibandingkan dengan agama lainnya seperti Hindu (35 jiwa), dan Budha (50 
jiwa). Namun juga terdapat penurunan pada agama Kristen (438 jiwa) serta 
agama lainnya (12 jiwa). 
Sebagai uapaya mengatur dan mengendalikan penduduk  dalam 
wilayah seperti di atas, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada 
pemerintah daerah melalui desentralisasi berupa otonomi daerah. 
Kewenangan tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. 
Pemerintah Kabupaten Agam berhak menerbitkan peraturan – baik Perda, 
Perbup, SK seterusnya ke bawah – sebagai upaya mengatur daerah. UU No. 
12 Tahun 2011 mengatur, segala bentuk peraturan yang lebih rendah tidak 
boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam sistem 
perundang-undangan. 
                                                          
5
 Seksi Integrasi Pengolahandan Diseminasi Statistik, Agam dalam Angka, 2008, (ttp: 
Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupatan Agam dan Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Agam, 2009), hlm. 113. 
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Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas 
kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian 
jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan 
kehasilgunaan, kejelasan rumusan serta keterbukaan sesuai pasal 5 UU No. 
12 Tahun 2011. Materi yang terkandung dalam peraturan perundang-
undangan harus mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, 
kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan 
kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, 
dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan (Pasal 6). Asas-asas 
tersebut nyata sangat mengedepankan pluralisme, utamanya dalam beragama. 
Pluralisme agama telah dijamin dalam Pancasila yang dipertegas 
dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konstitusi tertinggi, Undang-
Undang Dasar 1945 dalam pasal 28 huruf E ayat (1) memberikan kebebasan 
kepada seluruh Warga Negara Indonesia untuk memeluk agama, memilih 
pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, serta memilih 
tempat tinggal. Meskipun demikian, kebebasan beragama bukan berarti 
sekehendak hati dalam beragama. Masing-masing agama memiliki role yang 
harus ditaati. 
Namun realitas yang terjadi saat ini, di beberapa daerah telah 
diterbitkan Perda bernuansa Syariah. Misalnya, Perda Nangro Aceh 
Darussalam No. 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat, Perda Kabupaten 
Agam No. 6 Tahun 2005, Perda Kota Banjarmasin No. 5 Tahun 2004 
Tentang Perubahan Perda Ramadhan No. 10 Tahun 2001, Perda Kabupaten 
4 
 
Tasik Malaya No. 28 Tahun 2000 Tentang Pemberantasan Pelacuran, dll.
6
 
Perda tersebut mengikat secara umum tidak hanya kepada masyarakat yang 
beragama Islam, tetapi juga non-Islam selama dalam wilayah hukum 
peraturan tersebut. 
Perda Kabupaten Agam No. 6 Tahun 2005 Tentang Berpakaian 
Muslim secara jelas menunjukkan indikator agama. Objek utama yang dituju 
ialah Muslim (umat Islam). Namun Perda tersebut mengikat secara umum 
termasuk non-Muslim. Pasal 2 menyebutkan berpakaian muslim bertujuan 
untuk menutup aurat sesuai dengan kaidah Islam dan menghindarkan diri dari 
perbuatan tercela. Secara terang, prinsip utama yang digunakan dalam Perda 
ini ialah kaidah Islam. Lalu bagaimana dengan kaidah yang digunakan oleh 
agama lain (non-Islam)? 
M. Shohibul Itman mengemukakan pendapat Hasyim Muzadi 
mengenai larangan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa hukum Islam 
(Syari’ah).7 Muzadi beranggapan hukum Islam hanya untuk individu dalam 
masyarakat sosial tertentu bukan untuk hukum negara keseluruhan. Karena 
itu, menurut EMK. Alidar, legalitas hukum Islam di Indonesia masih menjadi 
pro dan kontra.
8
 Keberadaan Perda Syariah dianggap mendiskirminasi 
masyarakat non-Muslim di daerah tersebut. Masyarakat non-Muslim 
(notabennya minoritas) seakan tersudut dan terbatasi. 
                                                          
6
  Surdiyanto dalam http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/perkembangan-harmonisasi-
rpp-tahun-2010/50-kajian-dan-inventarisasi-perda/157-peraturan-daerah-yang-bernuansa-syariat-
islam.html (diakses tanggal 11 Januari 2017). 
7
  Itman, Shohibul M., “Hukum Islam dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional Era 
Reformasi”, Jurnal Al-Tahrir, (Ponorogo) Vol. 13, Nomor 2, 2013, hlm. 277. 
8
  Alidar, EMK., Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Orde Baru (1966-1997), Jurnal 
Legitimasi, (Banda Aceh) Vol. 1, Nomor 2, 2012, hlm. 240. 
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Posisi Perda No. 6 Tahun 2005 di atas mengalami ketidak jelasan 
dalam salah satu materi asas penyusunan peraturan perundang-undangan. 
Perda tersebut kontras dengan asas “bhinneka tunggal ika”. Konsep pluralitas 
dan kemajemukan sebagai inti dari kebinekaan tidak tercermin dengan jelas 
di dalam Perda. Kebinekaan menjadi pengikat yang sangat penting dalam 
mempersatukan warga negara Indonesia. Hal tersebut seharusnya menjadi 
penting terkandung dalam setiap Perda. 
Fikih Kebinekaan memberikan pemahaman baru tentang pluralitas 
dan kemajemukan masyarakat. Terdapat tiga pandangan baru dalam 
memosisikan fikih (aturan Islam) dalam menyikapi pluralitas dan 
kemajemukan. Pertama, pemahaman baru mengenai konsep Maq}}}a>s{id           
al-Syari>‘ah dalam konsep yang lebih universal dan inklusif.9 Maq}}}a>s{id         
al-Syari>‘ah tidak lagi dimaknai sebagai penjagaan terhadap individu namun 
lebih luas. Kedua, memaknai kata ummah dalam masyarakat luas sebagai 
suatu kewargaan dalam kenegaraan.
10
 Makna ummah tidak sebatas 
masyarakat Islam nanun lebih luas sebagai masyarakat dalam lingkup negara. 
Untuk itu, ummah dapat diinterpretasikan dan dikontestualisasikan dalam 
suatu kebinekaan. Ketiga, pembangunan dialog-dialog antar umat beragama 
                                                          
9
 Syamsul Anwar, “Maq}}}a>shid al-Syari>’ah dan Metodologi Usul Fikih” dalam Fikih 
Kebinekaan, ed. Wawan Gunawan Abd. Wahid, dkk, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015),      
hlm. 75-82. 
10
 Zakiyuddin Baidhawy, “Piagam Madinah dan Pancasila: Prinsip-Prinsip Kehidupan 
Bersama dalam Berbangsa dan Bernegara” dalam Fikih Kebinekaan, ed. Wawan Gunawan Abd. 
Wahid, dkk, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 135-143. 
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sebagai wujud keberagamaan yang inklusif.
11
 Hal itu perlu dilakukan sebagai 
suatu upaya peleburan kasta mayoritas-minoritas untuk mencapai 
keharmonisan. 
Untuk itu, penelitian mengenai Perda Kabupaten Agam No. 6 Tahun 
2005 dalam kacamata Fikih Kebinekaan penting dilakukan. Penelitian ini 
berusaha melihat relevansi konsep dalam Fikih Kebinekaan diterapkan dalam 
Perda tersebut. Ini juga melihat kesesuaian Perda tersebut dengan 
multikulturalisme dan pluralisme masyarakat Agam. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berusaha 
menganalisis Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Agam No. 6 Tahun 2005 
melalui kacamata dan perspektif Fikih Kebinekaan, serta kesesuaian kondisi 
masyarakat. Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana Perda Kabupaten Agam No. 6 Tahun 2005 dalam perspektif 
Fikih Kebinekaan? 
2. Bagaimana relevansi Perda Kabupaten Agam No. 6 Tahun 2005 terhadap 
multikulturalisme dan pluralisme agama di Agam? 
  
                                                          
11
 M. Tafsir, “Fikih Relasi Sosial Antar-Umat Beragama: Keniscayaan yang Sensitif” 
dalam Fikih Kebinekaan, ed. Wawan Gunawan Abd. Wahid, dkk, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 
2015), hlm. 202-205. 
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C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini 
bertujuan untuk: 
1. Mengetahui keberadaan Perda Kabupaten Agam No. 6 Tahun 2005 
dalam perspektif Fikih Kebinekaan. 
2. Mengetahui relevensi Perda Kabupaten Agam No. 6 Tahun 2005 dalam 
pluralitas dan kemajemukan masyarakat. 
D. Manfaat Penelitian 
Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Pada prinsipnya tidak 
ada penelitian yang benar-benar baru. Untuk itu, penelitian ini merupakan 
pelengkap dari penelitian-penelitian yang telah ada. Dengan penelitian ini 
diharapkan adanya penelitian-penelitian baru setelahnya. Pernelitian ini juga 
diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan penelitian-penelitian 
selanjutnya. 
Secara praktis, karena penelitian ini, masyarakat muslim lebih inklusif 
dan memiliki rasa toleransi yang tertinggi kepada non-Muslim dan sesama 
Muslim lainnya. Melalui analisa penelitian ini pula diharapkan diskirminasi 
dalam masyarakat semakin tertepiskan. Masyarakat dapat menghormati dan 
menjunjung tinggi perbedaan untuk kesamaan sebagai bangsa Indonesia. 
Untuk itu, tidak ada lagi perpecahan yang disebabkan identitas etnik, ras, 
agama dll sehingga terwujud suatu persatuan yang adil dan makmur. 
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E. Kerangka Teori 
Fikih Kebinekaan berasal dari dua suku kata yaitu “fikih” dan 
“kebinekaan”. Fikih (fiqih) secara terminologi berarti “ilmu tentang hukum 
syara’ tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diperoleh melalui dalil-
dalilnya yang terperinci”12 atau “himpunan hukum syara’ tentang perbuatan 
manusia (amaliah) yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci”13. Objek 
kajian fikih meliputi hukum perbuatan mukallaf yaitu, halal, haram, wajib, 
sunnah, makruh, dan mubah berdasarkan pada dalil yang mendasari hukum 
tersebut. 
Ahmad Syafii Maarif mengungkapkan bahwa kebinekaan merupakan 
kesatuan Indonesia secara utuh dengan agama, adat-istiadat (budaya), serta 
warisan sejarah yang plural.
14
 Kebinekaan berasal dari salah satu pilar negara 
“Bhinneka Tunggal Ika”. Kata ini berasal dari karya sastra Mpu Tantular 
dalam Sutasoma pada abad ke-!4, dengan bunyi lengkap : “Rwaneka dhatu 
winuwus Buddha Wiswa, Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen, 
Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhinnêka tunggal ika tan 
hana dharma mangrwa” (Konon agama Buddha, Hindu, dan Siwa merupakan 
zat yang berbeda, namun nilai-nilai kebenaran Jina (Buddha), Hindu, Siwa 
adalah tunggal. Terpecah belah, tetapi satu jualah itu. artinya tak ada dharma 
                                                          
12
 Rachmat Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 19. 
13
 Ibid 
14
 Ahmad Syafii Maarif, “Menimbang Kembali Keindonesiaan dalam Kaitannya dengan 
Masalah Keadilan, Kemanusiaan, Kebinekaan dan Toleransi” dalam Fikih Kebinekaan, ed. 
Wawan Gunawan Abd. Wahid, dkk, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 24. 
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yang mendua).
15
  Bhinneka Tunggal Ika (beragam satu itu) berarti 
berdampingan secara damai serta harmonis antar pemeluk agama.  Sebagai 
suatu kesatuan yang utuh, kebhinnekaan identik dengan keragaman dan 
perbedaan. Sehingga, kebinekaan tidak terlepas dari unsur plural dan 
majemuk. Karena itu, toleransi menjadi penting dalam masyarakat. 
Jeffrie Geovanie menyebutkan toleransi sebagai suatu “keterbukaan 
diri untuk melihat kemungkinan pendapat orang lain benar, dan kemungkinan 
pendapat kita salah”.16 Geovanie menambahkan, kebijaksanaan hati, kearifan 
diri, dan kematangan rasional perlu dipadukan untuk mencapai kesadaran 
pikiran dan hati. Kesadaran demikian menjadi dasar dalam diri seseorang 
dalam ber-toleransi. 
Salah satu sikap toleransi pernah dilakukan oleh Mbah Hasyim – salah 
satu tokoh ulama Nahdlatul Ulama – dalam menghormati pandangan lain 
yang juga mengandung kebenaran.
17
 Pada saat itu, Mbah Hasyim dengan 
pendapat yang kuat, melarang menggunakan kentongan untuk memanggil 
menunaikan shalat. Namun larangan tersebut disanggah oleh Kiai Faqih dari 
Maskumambang, Gresik menghukumkan bahwa kentongan fungsinya sama 
dengan beduk sebagai sarana untuk memanggil. Kemudian Mbah Hasyim 
memanggil para kiai di Jombang serta memberitahukan bahwa kentongan 
dapat digunakan sebagai sarana memanggil untuk menunaikan shalat, 
                                                          
15
 Sigit Suhardi “Bhinneka Tunggal Ika Maha Karya Persembahan Mpu Tantular” dikutip 
oleh Ahmad Syafii Maarif, “Menimbang Kembali …”, ibid. 
16
 Jeffrie Geovanie, Civil Religion Dimensi Sosial Politik Islam, (Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama, 2013), hlm.8. 
17
 Mohamad Sobary, NU dan Keindonesian, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
2010), hlm. 7-8. 
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terkecuali di Pesantren Tebu Ireng. Sikap tersebut merupakan wujud toleransi 
dengan menghormati pandangan lain. Karena tidak menutup kemungkinan 
pandangan lain lebih tepat. 
Bineka dan  kebinekaan merujuk kepada salah satu bidang dalam 
pengkajian fikih Siya>sah yaitu Siya>sah Dustu>riyah. Seperti yang 
dikemukakan H.A. Djazuli, mengutip pendapat Ibn‘aqil dalam bukunya Ibn 
al-Qayyim menjelaskan “Siyaa>sah adalah segala perbuatan yang membawa 
manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, 
sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT. tidak 
menentukannya”.18 Fiqh Siya>sah Dustu>riyah membahas mengenai 
“hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta 
kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya”19. Bidang 
kehidupan yang tercakup dalam fikih ini salah satunya ialah rakyat, statusnya, 
hak-haknya, dan kewajibannya. Rakyat meliputi muslim dan non muslim. 
Non muslim ialah yang disebut dengan kafir z|imi, yaitu “warga nonmuslim 
yang menetap selamanya, serta dihormati tidak boleh diganggu jiwanya, 
kehormatannya, dan hartanya”20. Golongan ini memiliki hak-hak 
kemanusiaan, hak-hak sipil, dan hak-hak politik. Abu A’la al-Maududi seperti 
yang dikutip H.A. Djazuli, menyebutkan hak-hak rakyat meliputi: 
perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya; perlindungan 
terhadap kebebasan pribadi; kebebasan menyatakan pendapat dan 
                                                          
18
 H.A. Djazuli, Fiqh Siyâsah: Implementasi Kemaslahata Umat dalam Rambu-Rambu 
Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 27. 
19
 Ibid., hlm. 47. 
20
 Ibid., hlm. 63. 
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berkeyakinan; terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak 
membedakan kelas dan kepercayaan.
21
 Hak-hak ini merupakan esensi dari 
kebinekaan. 
Fikih Kebinekaan merupakan suatu kumpulan artikel mengenai 
hukum masyarakat bineka. Fikih Kebinekaan diartikan sebagai pandangan 
atau sikap Muslim terhadap keberagaman – baik suku, golongan, 
keberagamaan, budaya – utamanya di Indonesia.22 Dalam Fikih Kebinekaan 
ditawarkan tiga konsep manajemen masyarakat bineka yakni: 
terakomodasinya kepentingan politik dari berbagai segmen; terakomodasinya 
setiap entitas kultural; dan penghargaan terhadap kebudayaan-kebudayaan 
tanpa melupakan identitas budaya sendiri.
23
 Tiga hal tersebut sangat penting 
dalam tercapainya masyarakat bhinneka. 
Fikih Kebinekaan memberikan pemahaman filosofis pembentukan 
hukum (Maq}}}a>s{id al-Syari>‘ah). Maq}}}a>s{hid ialah maksud, kehendak, tujuan 
yang ingin dicapai atau diwujudkan.
24
 Sendangkan Maq}}}a>s{id al-Syari>‘ah 
merupakan maksud, tujuan maupun kehendak syariah melalui aturan-aturan 
atau ketentuan-ketentuan hukum. Tujuan umum Maq}}}a>s{id al-Syari>‘ah ialah 
kemaslahatan manusia di dunia serta di akhirat. Kontekstualisasi Maq}}}a>s{id 
al-Syari>‘ah dalam pluralitas dan kemajemukan masyarakat mengalami dua 
pengembangan:
25
 pertama, pengembangan konsep dalam terma maslahat itu 
                                                          
21
 Ibid., hlm. 64. 
22
 Hilman Latief, “Pendahuluan” dalam Fikih Kebinekaan, ed. Wawan Gunawan Abd. 
Wahid, dkk, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 37-38. 
23
 Zakiyuddin Baidhawy, “Piagam Madinah dan Pancasila: …, hlm. 146-147. 
24
 Samsul Anwar, “Maq}}}a>shid al-Syari>’ah …, hlm. 72. 
25
 Ibid, hlm. 77. 
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sendiri. Konsep maslahat pada dasarnya meliputi penjagaan agama, 
penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan keturunan atau keluarga, dan 
penjagaan harta. Dalam hal ini, kemaslahatan lebih bersifat individu. Kedua, 
pengembangan konsep lingkungan dalam dimensi-dimensi keberadaan 
manusia. Lebih lanjut, Syamsul Anwar mengklasifikasikan pengembangan 
dimensi ini meliputi: manusia sebagai individu; manusia sebagai anggota 
keluarga; manusia sebagai anggota masyarakat (termasuk negara); serta 
manusia sebagai makhluk Tuhan berdampingan dengan makhluk-makhluk 
Tuhan lainnya seperti bumi, alam, dll. 
Inti dari fikih kebinekaan ialah merumuskan pemahaman terhadap 
konsep ummah yang bersifat inklusif dan egaliter, menjelaskan hubungan 
mayoritas dan minoritas, dan mejelaskan kepemimpinan dalam masyarakat 
majemuk.
26
 
Pemahaman mengenai konsep ummah dalam kebinekaan diartikan 
secara inklusif. Sebagian Muslim mengartikan ummah sebagai masyarakat 
Islam (eksklusif). Berbeda dengan Hilman Latief secara inklusif memperluas 
makna ummah sebagai kewargaan (citizenship).
27
 Artinya, ummah yang 
dimaksud, tidak hanya masyarakat Islam, namun lebih pada kewargaan 
masyarakat yang mendiami suatu negara atau wilayah tertentu. Untuk itu, 
ummah mencakup tidak hanya masyarakat Islam, tetapi juga termasuk di 
dalamnya masyarakat non-Islam. Makna ummah menjadi lebih egaliter. 
                                                          
26
 Ttp., “Penutup dan Rekomendasi” dalam dalam Fikih Kebinekaan, ed. Wawan 
Gunawan Abd. Wahid, dkk, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 327. 
27
 Hilman Latief, “Antara Citizenship dan Ummah: Kesetaraan dan Kesamaan Hak 
Kewargaan” dalam Fikih Kebinekaan, ed. Wawan Gunawan Abd. Wahid, dkk, (Bandung: PT 
Mizan Pustaka, 2015), hlm. 164-173.  
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Makna ummah memandang persoalan-persoalan (diskriminasi, kemiskinan, 
kesenjangan sosial, pendidikan, koruspi, dll) di Indonesia sebagai persoalan 
bersama (kolektif) tidak memandang ras, suku, agama, bahasa, budaya, 
maupun golongan. 
Memahami mayoritas dan minoritas memerlukan toleransi dalam 
masyarakat. Cara memandang kelompok ini lebih pada semangat beragama. 
Pluralisme yang terjadi dalam kelompok ini dipandang pada kesetaraan 
sebagai sesama warga negara. Biyanto mengungkapkan “... pluralisme 
penting dibumikan agar terbangun tata kehidupan yang saling menghargai”.28 
Tata kehidupan ini akan menimbulkan masyarakat yang saling berdampingan. 
Perlu adanya akomodasi mayoritas terhadap hak-hak minoritas, sehingga 
diskriminasi dapat terhindarkan. 
Kemajemukan masyarakat Indonesia perlu disatukan dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didasarkan pada Bhinneka Tunggal 
Ika, diharapkan dapat menyatukan perbedaan masyarakat. Yudi Latif 
mengungkapkan “Indonesia adalah situs arkeologi kebudayaan yang berlapis 
dan beragam, yang dapat merangkum sekitar 25 abad kehidupan umat 
manusia secara serempak”.29 Dalam hal ini, eksistensi Indonesia sebagai 
republik dituntut agar berdiri kokoh menjiwai dan wewujudkan cita-citanya 
dalam prinsip dasarnya. 
Karya tulis ini disusun berdasarkan kerangka berfikir sebagai berikut: 
                                                          
28
 Biyanto, “Berdamai Dengan Perbedaan:” dalam Fikih Kebinekaan, ed. Wawan 
Gunawan Abd. Wahid, dkk, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 276. 
29
 Yudi Latif, “Binneka Tunggal Ika: Suatu Konsepsi Dialog Keragaman Budaya” dalam 
Fikih Kebinekaan, ed. Wawan Gunawan Abd. Wahid, dkk, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 
hlm. 291. 
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F. Kajian Pustaka 
Penelitian sebelumnya memandang keberadaan Perda Syariah dengan 
berbagai pandangan yang berbeda. Ahmad Fuad Fanani dalam tulisannya 
Shari’ah Bylaws in Indonesia and Their Implications for Religious 
Minorities
30
 berpendapat bahwa keberadaan Perda Syariah memiliki 
implikasi negatif (negative implications) terhadap agama minoritas. Perda 
Syariah dinilai mendiskriminasikan agama minoritas. Secara umum, Fanani 
membagi Perda Syariah dalam tiga masalah pokok, yaitu: ketentraman umum 
                                                          
30
 Ahmad Fuad Fanani, “Shari’ah Bylaws in Indonesia and Their Implications for 
Religious Minorities”, Jurnal of Indonesian Islam, (Surabaya) Vol. 05 Nomor 1, 2011, hlm. 18. 
• Keberadaan  Perda Syariah di Agam tidak selaras dengan 
kenyataan bahwa masyarakat Agam tidak seluruhnya 
Muslim. Fakta ini menyimpang dari konsep kebinekaan 
yang menjadi salah satu filsafah dasar negara Indonesia. 
• Teori multikulturalisme dan pluralisme dalam masyarakat 
bhinneka. 
• Relasi Agama dan Negara. 
• Relasi Hukum Islam dan Hukum Negara. 
• Keberadaan Agama, Adat dan Politik di Agam. 
• Konteks Perda Berpakaian Muslim di Agam semenjak 
dikeluakannya perda hingga saat ini. 
•  Manajemen masyarakat bineka: terakomodasinya 
kepentingan politik dari berbagai segmen; terakomodasinya 
setiap entitas kultural; dan penghargaan terhadap 
kebudayaan-kebudayaan tanpa melupakan identitas budaya 
sendiri. 
• Tiga konsep Fikih Kebinekaan: pemahaman terhadap 
konsep ummah yang bersifat inklusif dan egaliter, hubungan 
mayoritas dan minoritas, dan kepemimpinan dalam 
masyarakat majemuk. 
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dan permasalahan sosial (seperti judi, narkotikan dan minuman keras, dan 
prostitusi), ibadah dan kewajiban (seperti zakat, shalat, membaca Al-Qur’an, 
dll), dan simbol-simbol agama (seperti memakai busasan muslim). 
Seharusnya, substasi-substansi tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-
hari dan bukan menjadi aspek formal. 
Memperkuat pendapat di atas, Alia Azmi, Konstruksi Realitas 
Pemberlakuan Perda Syariah oleh Koran The Jakarta Post
31
 
mengungkapkan, perda syariah yang dibingkai oleh The Jakarta Post 
merupakan sesuatu yang kontroversial. Pandangan bahwa agama merupakan 
hal yang privat dinilai sebagai sebab kontroversi tersebut. Pemerintah tidak 
boleh memiliki campur tangan dalam hal tersebut, karena itu Perda Syariah 
tidak dapat diberlakukan. 
Berbeda dengan Jawahir Thontowi, Hak Konstitusional Perda Syariat 
Islam.
32
 Menegakkan dan menerapkan syariat Islam di Indonesia merupakan 
suatu keniscayaan. Rakyat maupun pemerintah tidak memiliki hak untuk 
menghambatnya, namun sebaliknya, rakyat dan pemerintah harus mendukung 
dan melindungi upaya tersebut. Menegakkan dan menerapkan syariat Islam 
merupakan hak-hak fundamental serta merupakan kebebasan umat Islam di 
Indonesia. Hal itu merupakan hak konstitusional baik melalui Undang-
Undang maupun Peraturan Daerah (Perda). 
                                                          
31
 Alia Azmi, “Konstruksi Realitas Pemberlakuan Perda Syariah oleh Koran The Jakarta 
Post”, Ilumanus, (t.tp) Vol. XI, Nomor 1, 2012, hlm. 18. 
32
 Jawahir Thontowi, “Hak Konstitusional Perda Syariat Islam”, Al-Mawarid, 
(Yogyakarta) Edisi XVI, 2006, hlm. 220-221. 
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Nur Rohim Yunus, Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan 
Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia
33
, juga berpendapat 
selayaknya syariat Islam diterapkan di Indonesia. Melihat kembali sejarah, 
syariat Islam diberlakukan sejak Islam masuk ke Indonesia. Untuk itu, sistem 
hukum Indonesia berpeluang mengadopsi syariat Islam sebagai hukum 
Nasional. Begitu pula dengan peraturan-peraturan daerah. Yunus juga 
berargumen bahwa hukum Islam (syariat Islam) merupakan hukum yang 
bersumber dari agama umat Islam di Indonesia. Syariat Islam dipandang 
sebagai hukum yang paling adil dan sempurna. Hal tersebut karena syariat 
Islam bersumber dari wahyu Allah SWT. 
Perda syariah semata merupakan alat yang digunakan untuk 
mengontrol rakyat. Demikian argument Wasisto Raharjo Jati, Permasalahn 
Implementasi Perda Syariah dalam Otonomi Daerah
34
. Selain sebagai produk 
hukum, Perda Syariah juga merupakan produk konsensus politik. Perda 
Syariah dinilai bernuansa elitis serta untuk memenuhi kepentingan kelompok 
tertentu. Untuk itu, Perda Syariah hanya mengatur masyarakat, namun tidak 
segaligus mengatur pimpinan. 
Peda Syariah dapat diimplementasikan apabila dapat memayungi 
seluruh elemen masyarakat yang heterogen. Argumen Pudjo Suharso, Pro 
                                                          
33
 Nur Rohim Yunus, “Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah dalam 
Sistem Hukum Nasional Indonesia,” Hunafa: Jurnal Studia Islamika, (Palu) Vol. 12, No. 2, 2015, 
hlm. 278. 
34
 Wasisto Raharjo Jati, “Permasalahn Implementasi Perda Syariah dalam Otonomi 
Daerah”, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, (Purwokerto) Vol. VII, Nomer 2, 2013, hlm. 
317. 
17 
 
Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen Masyarakat)
35
 
mencoba bersikap netral. Paparnya, terdapat tiga sikap masyarakat terhadap 
implementasi Perda Syariah, yaitu: setuju dengan implementasi Perda 
Syariah; tidak setuju dengan implementasi Perda Syariah; dan masyarakat 
yang tidak merespon. Masyarakat yang tidak diuntungkan dengan keberadaan 
Perda Syariah akan melakukan pembangkangan sosial, yang diuntungkan 
akan melakukan kepatuhan sosial. 
Ahmad Abrori, Reflesi Teori Kritis Jurgen Habermas atas Konsensus 
Simbolik Perda Syariah
36
, menganalisis penyebab kemandegan Perda Syariah 
utamanya di Garut. Menggunakan teori Habermas, Abrori menyimpulkan 
bahwa tampilnya seluruh kekuatan politik di Garut didorong oleh krisis 
legitimasi. Kelompok Islam politik kontra pemerintah harus berhadapan 
dengan kelompok Islam politik pro pemerintah.  Relasi keduanya menjadi 
tidak seimbang. Terjadi pemutarbalikan fakta dalam komunikasi. Untuk itu, 
Perda Syariah sebatas formalisasi. Konsensus bersifat simbolik. 
G. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian hukum seperti halnya penelitian lainnya dapat 
dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Jenis penelitian ini ialah 
penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian normatif 
                                                          
35
 Pudjo Suharso, “Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen 
Masyarakat)”, Al-Mawarid, (Yogyakarta) Edisi XVI, 2006, hlm. 234-235. 
36
 Ahmad Abrori, “Reflesi Teori Kritis Jurgen Habermas atas Konsensus Simbolik Perda 
Syariah”, Ahkam, (Jakarta) Vol. XVI, Nomer 1, 2016, hlm. 87. 
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dilakukan pada Perda Kabupaten Agam No. 6 Th. 2005 tentang 
Berpakaian Muslim, serta pada norma maupun peraturan lainnya. 
Penelitian ini dilakukan secara literer pada sumber-sumber tertulis baik di 
perpustakaan maupun internet.  
2. Sumber Data 
Sumber data pada penelitian ini berupa data sekunder. Sumber 
data ini terdiri dari bahan hukum  yang meliputi: Pancasila, Pasal 29 
UUD 1945, dan Perda Kabupaten Agam No. 6 Tahun 2005 Tentang 
Berpakaian Muslim . Data sekunder lainnya meliputi hasil penelitian 
sebelumnya, buku-buku teks, Jurnal, Surat Kabar, Pamflet, Brosur, Berita 
Internet dsb  yang relefan dengan penelitian ini. Data sekunder hasil 
penelitian sebelumnya diambil dari disertasi Yasrul Huda “Contesting 
Sharia: State Law, Decentralization and Minangkabau Costum”. 
Disertasi ini diambil untuk melihat gambaran penerapan Syariah dalam 
pakaian Minangkabau. Sedangkan Buku Fikih Kebinekaan digunakan 
alat untuk melihat relevansi Perda Berpakaian Muslim dalam masyarakat 
multikultural dan plural. Teori dalam Fikih Kebinekaan yang digunakan 
ialah mengenai konsep masyarakat bineka serta manajemennya. Data lain 
yaitu mengenai perkembangan jumlah penduduk beragama di Agam, 
perkembangan politik di Agam pada periode 2004-2009. Data ini diambil 
dari internet baik berupa laman lembaga pemerintah maupun surat kabar 
online. 
  
19 
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara dokumentasi. 
Sumber-sumber yang telah dikumpulkan kemudian didokumentasikan 
baik dalam bentuk tabel maupun bagan. Dokumentasi ini dilakukan 
untuk menemukan gambaran (mapping concept) yang terjadi secara 
umum maupun secara khusus di Agam. 
4. Teknik Analisis 
  Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
analisis (analytical approach). Dengan demikian, diharapkan dapat 
memperoleh makna baru dan pemahaman yang terkandung dalam 
peraturan. Analisis terhadap data, dilakukan dengan cara deduktif. 
Ananlisis ini dilakukan menggunakan teori berupa tiga konsep utama 
masyarakat bineka dan manajemennya menurut Fikih Kebinekaan. Tiga 
konsep utama masayarakat bineka digunakan untuk melihat struktur 
masyarakat bineka di Agam. Sedangkan manajemen masyarakat bineka 
digunakan untuk melihat pengelolaan dan pengakomodasian masyarakat 
bineka di Agam.  
H. Sistematika Penulisan 
Penelitian ini ditulis dalam bentuk bab-perbab yang terdiri dari lima 
bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, 
kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.  
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Bab kedua berisi gambaran umum mengenai multikuturalisme dan 
pluralism, relasi agama dan negara, serta relasi hukum Islam dan hukum 
negara. Bab ini berusaha memberikan gambaran perkembangan kebinekaan 
secara umum di Indonesia sebelum selanjutnya gambaran perkembangan 
kebinekaan di Agam.  
Bab ketiga berisi gambaran kebinekaan di Agam. Gambaran ini 
meliputi keberagamaan, adat dan Islam, konteks politik Agam, serta konteks 
Perda berpakaian Muslim. Data tersebut terdiri dari data sekunder.  
Bab keempat berisi keterkaitan multikulturalisme masyarakat dan 
pluralisme beragama, Perda berpakaian muslim dalam konteks politik, dan 
relevansi Perda berpakaian muslim dalam Fikih Kebinekaan. Analisis 
teresbut dilakukan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah.  
Bab kelima merupakan bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan, 
saran. Di akhri penulisan tertera daftar pustaka serta lampiran dari penelitian 
yang dilakukan. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah dalam 
penelitian ini. 
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MASYARAKAT BINEKA DAN RELASI 
AGAMA-NEGARA DI INDONESIA 
 
A. Masyarakat Bineka: Multikulturalisme dan Pluralisme 
Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, 
agama, budaya, ras, adat-istiadat, dan bahasa menimbulkan diskusi khusus. 
Selain menjadi keunikan, kenyataan tersebut, tidak terelakan menimbulkan 
permasalahan di dalamnya. Terlebih timbulnya penggolongan mayoritas dan 
minoritas mengakibatkan “penguasaan” suatu ruang oleh mayoritas terhadap 
minoritas. Keberadaan serta hak-hak minoritas menjadi tersudut dan 
terpinggirkan. Menyikapi hal itu, maka perlu adanya pengakuan minoritas 
sehingga konsep multikuluralisme menjadi penting diterapkan dalam 
masyarakat. 
Parsudi Suparlan (dalam ranah kebudayaan) mendiskripsikan 
multikulturalisme sebagai “sebuah ideologi yang menekankan pengakuan dan 
penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan. Tercakup dalam 
pengertian kebudayaan adalah para pendukung kebudayaan, baik secara 
individual maupun secara kelompok, dan terutama ditujukan terhadap 
golongan sosial askriptif yaitu sukubangsa (dan ras), gender, dan umur.”1 
Penekanan utama definisi tersebut ialah mengenai pengakuan dan 
penghargaan pada kesederajatan perbedaan. Sedangkan objeknya (selain yang 
                                                          
1
 Prasudi Suparlan, “Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multikultural, dan 
Minoritas: Memperjuangkan Hak-Hak Minorita” dikutip dari 
http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Masyarakat-Majemuk-
Masyarakat-Multikultural-dan-Minoritas-Memperjuangakan-Hak-hak-Minoritas.pdf 
diakses 6 Mei 2017, hlm. 3. 
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telah disebutkan) dapat dikembangkan lebih luas lagi termasuk agama dan 
bahasa. 
Multikulturalisme atas kebudayaan dan bahasa tidak menjadi 
permasalahan yang terus diperbincangkan seperti halnya multikulturalisme 
agama. Sebagian umat Islam (utamanya di Indonesia) hingga kini terus 
memperbincangkan multikulturalisme agama. Multikulturalisme dinilai 
bertentangan dengan agama. Hal itu karena sering dikaitkannya atau 
disamakan multikulturalisme dengan pluralisme agama. Namun, Zulfi Qodir 
menilai bahwa multikulturalisme tidak bertentangan dengan Islam. Qodir 
memandang multikulturalisme sebagai “suatu paham yang memperkuatkan 
keimanan seseorang berdasarkan keunikan dan karakteristik keyakinan yang 
dianurnya selama ini, hanya seseorang berkewajiban menghormati, 
menghargai dan mengafirmasi adanya keragaman dan menjaga agar 
heterogenitas tetap terjaga dan berlangsung dalam sebuah bangsa dan 
masyarakat”.2 
Sering dikatikan dengan multikulturalisme, pluralisme agama masih 
menjadi perdebatan di antara umat Islam. Terlebih setelah dikeluarkannya 
Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS 
VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama. 
Dalam ketentuan umum ayat (1) “Pluralisme, Sekularisme dan Liberalisme 
agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang 
                                                          
2
 Zuly Qodir, “Pemikiran Islam, Multikuturalisme dan Kewargaan” dalam Fikih 
Kebinekaan, ed. Wawan Gunawan Abd. Wahid, dkk, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 
2015), hlm. 179. 
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bertentangan dengan ajaran agama Islam”. Kemudian ayat (2) “Umat Islam 
haram mengikuti paham Plualisme, Sekularisme dan Liberalisme Agama”. 
Terdapat dua sudut pandang terhadap pluralisme. Pertama, umat 
Islam yang setuju dengan pluralisme. Sebagian besar dari kelompok ini 
merupakan kalangan inklusif dan progresif. Mohamed Fathi Osman 
mendefinisikan “pluralisme adalah bentuk kelembagaan dimana penerimaan 
terhadap kemajemukan terjadi dalam suatu masyarakat tertentu atau di dunia 
secara keseluruhan”.3 Hal itu terwujud dengan adanya toleransi dalam 
masyarakat. Menurut Osman, toleransi berkaitan dengan perasaan serta 
perilaku individual dalam suatu relasi hidup berdampingan secara harmonis 
di antara individu/kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda. 
Penerimaan tersebut sebatas untuk tidak terjadinya konflik. Dalam pluralisme 
ini, kolompok minoritas, tanpa meninggalkan identitas dan perbedaan, dapat 
setara dan berperan layaknya kelompok mayoritas.
4
 
Kuntowijoyo menilai pluralisme terdiri dari pluralisme negatif dan 
pluralisme positif. Pluralisma negatif mendasarkan pada pengakuan adanya 
banyak agama dengan menganggap perpindahan agama sebagai sesuatu yang 
wajar.
5
 Hal itu dikatakan negatif karena manusia tidak memegang teguh 
agamanya sehingga mudah berpindah agama.
6
 Berbeda halnya jika sebatas 
pengakuan terhadap banyaknya agama, hal itu merupakan realitas yang tidak 
                                                          
3
 Mohamed Fathi Osman, Islam, Pluralisme, dan Toleransi Keagamaan 
Pandangan al-Qur’an, Kemanusiaan, Sejarah, dan Peradaban, terj. Irfan Abubakar (t.tp: 
Democracy Project, t.t), hlm. 2. 
4
 Ibid, hlm. 3. 
5
 Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), hlm. 
287. 
6
 Ibid. 
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dapat dipungkiri. Karena itu perumpamaan beragama seperti manusia 
mengenakan baju, dapat ditukar sesuka hati, merupakan pluralisme negatif. 
Namun dalam cara pandang lain, perumpamaan tersebut dapat diartikan lain. 
Jika manusia memiliki landasan Islam yang kuat dalam dirinya, maka 
perumpamaan beragama seperti mengenakan baju justru diartikan bahwa 
tidak seorangpun akan melepas bajunya sehingga tidak ada bahaya baginya.
7
 
Sedangkan pluralisme positif berupa pengakuan banyaknya agama namun 
tetap memegang teguh iman di dalam dada terhadap pluralisme internal 
maupun eksternal.
8
 
Nurcholis Madjid mengartikan pluralisme sebagai “suatu sistem nilai 
yang mengandung secara positif-optimis terhadap kemajemukan itu sendiri, 
dengan menerimanya sebagai kenyataan dan berbuat sebaik mungkin 
berdasarkan kenyataan itu”.9 Menurut Madjid, kemajemukan sosial-budaya 
memerlukan titik temu dalam nilai kesamaan dari berbagai kelompok.
10
 Hal 
itu didasarkan kepada perintah Allah (QS. A>li ‘Imra>n/3:64) 
 
  
                                                          
7
 Ibid, hlm. 288. 
8
 Pluralisme internal yang dimaksud berupa pengakuan terhadap adanya dua 
pandangan yang berbeda di dalam Islam, yaitu tradisionalis dan modernis. Sedangkan 
pluralisme eksternal lebih pada pengakuan terhadap agama lain. Ibid, hlm. 288-289. 
9
 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, (Jakarta: Paramadina, 2008), 
hlm. lxxviii. 
10
 Ibid, hlm. lxxix. 
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Artimya: 
Katakanlah (Muhammad), “Wahai ahli kitab! Marilah (kita) menuju 
kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, 
bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak 
mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak 
menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka 
berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa 
kami adalah orang Muslim.”11 
Ayat tersebut sebagai ajakan terhadap ahli kitab agar bersatu dalam satu 
pandangan yang sama yaitu mengesakan Tuhan (Ketuhanan Yang Maha 
Esa).
12
 Selanjutnya beberapa ayat yang menjadi dasar dan terkait dengan 
pluralisme sebagai berikut: dasar pengakuan hak agama-agama lain (QS. al-
Ma>’idah/5: 44-50); perintah agar seluruh Muslim beriman kepada seluruh 
Nabi dan Rasul sebagai kontinuitas agama tanpa membeda-bedakannya (QS. 
al-Baqarah/2: 136; QS. al-Nisa>’/4: 163-165; dan QS. al-Ja>tsiyah/45: 16-18); 
keselamatan terhadap para penganut berbagai agama yang mempercayai 
Tuhan dan Hari Kemudian serta berbuat baik (QS. al-Baqarah/2: 62; QS. al-
Ma>’idah/5: 16 dan QS. asy-Syu>ra>/42: 15).13 Berkaitan dengan titik temu dan 
kesamaan seperti di atas, Pancasila dinilai “mencerminkan tekad untuk 
bertemu dalam titik kesamaan antara berbagai golongan di negeri kita ini”.14 
Nurcholis Madjid (seperti Kuntowijoyo) mengklasifikasikan 
pluralisme atas pluralisme inter umat Islam dan pluralisme antar umat Islam. 
Dari sudut sosial-budaya terdapat perbedaan antara kaum “modernis” dan 
kaum “tradisionalis”, begitu juga dalam pemahaman terhadap Islam terdapat 
                                                          
11
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan TerjemahnyaI, (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2010), hlm. 58. 
12
 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban ..., hlm. lxxix. 
13
 Ibid, hlm. lxxxi-lxxxii. 
14
 Ibid, hlm. cii. 
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kelompok tasawuf (berorientasi terhadap keruhanian yang esoteris) serta 
kelompok yang berorientasi terhadap kepranataan masyarakat (lebih 
eksoteris) dalam sistem hukum syari’ah (fiqih).15 Sedangkan pluralisme antar 
umat Islam merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. “Tidak 
ada masyarakat tanpa pluralitas”.16 Kecuali pada masyarakat tertentu yang 
bersifat eksklusif. Untuk itu, Allah memerintahkan Muslim untuk tidak 
berdebat dengan ahli kitab secara tidak sehat, kecuali memang dengan 
sendirinya mereka bersifat agresif.
17
 
Kedua, sebagian umat Islam tidak setuju dengan pluralisme. 
Kelompok konservatif dan fundamentalis sangat mendukung Fatwa MUI di 
atas. Dalam ayat (1) ketentuan umum fatwa ini, pluralisme diartikan sebagai: 
Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua 
agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah 
relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim 
bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain 
salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk 
agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. 
Demikian fatwa mengenai pluralisme agama, berbeda halnya dengan 
pluralitas agama. Ayat (2) pluralitas agama diartikan sebagai “sebuah 
kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk 
agama yang hidup secara berdampingan”. Kedua ayat tersebut meski 
mengandung kata “plural” namun sifatnya diartikan berbeda. Plural dengan 
tambahan -isme dianggap sebagai suatu paham dengan ajaran tertentu. 
                                                          
15
 Ibid, hlm. 157-158. 
16
 Ibid, hlm. 173. 
17
 Ibid, hlm. 190. 
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Sedangkan plural dengan tambahan –itas menunjukkan kenyataan keragaman 
(plural) sebagai realitas yang terjadi di Indonesia. 
Salah satu tokoh konservatif-fundamentalis, Adian Husaini menilai 
pluralisme “meletakkan kebenaran agama-agama sebagai kebenaran relatif 
dan menempatkan agama-agama pada posisi “setara”, apapun jenis agama 
itu”.18 Penilaian ini memiliki makna yang sama dengan definisi yang 
diungkapkan dalam Fatwa MUI. Keduanya menilai pluralisme menyetarakan 
setiap jenis agama pada posisi yang sama. Sehingga kebenaran dianggap 
relatif. Semua agama dinilai sebagai suatu jalan kebenaran untuk menuju 
Tuhan. Pluralisme mengutamakan aspek kemanusiaan dibandingkan 
keimanan, sehingga penyebarannya merupakan suatu bentuk penghancuran 
agama.
19
 
Sedikit berbeda dengan beberapa pandangan di atas, Zainal Abidin 
Bagir melihat keragaman serta permasalahan yang ditimbulkannya sebagai 
suatu politik identitas. Sebelum deklarasi Hak Asasi Manusia, sebagai upaya 
mewujudkan negara-bangsa, identitas masing-masing kelompok (suku, 
agama, budaya, bahasa, dll) disatukan secara otoriter (Orde Lama dan Orde 
Baru) menjadi identitas nasional.
20
 Setelah Orde Baru, masing-masing 
kelompok berupaya menunjukkan identitasnya di ruang publik.  
                                                          
18
 Adian Husaini, Pluralisme Agama Musuh Agama-Agama (Pandangan Katolik, 
Protestan, Hindu, dan Islam terhadap paham Pluralisme Agama), (t.tp: Dewan Da’wah 
Islamiyah Indonesia, 2010), hlm. 3. 
19
 Ibid, hlm. 32. 
20
 Zainal Abidin Bagir, “Pluralime Kewargaan: Dari Teologi ke Politik”, dalam 
Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia, ed. Endy Saputro, 
(Bandung: Center of Religious ang Cross-cultural Studies/CRCS dan Penerbit Mizan, 
2011), hlm. 15. 
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Zainal Abidin Bagir melihat keragaman (pluralisme) identitas (agama) 
tersebut bukan dari sisi teologi seperti di atas. Namun pluralisme agama 
dilihat dalam konteks hak-hak masyarakat beragama dalam posisinya sebagai 
warganegara. Sehingga kelompok mayoritas dan minoritas memiliki hak-hak 
yang sama sebagai warga negara dalam negara-bangsa. Pluralisme ini disebut 
pluralisme kewargaan. Gagasan tersebut “memusatkan perhatian pada 
bagaimana masyarakat, yang terdiri dari kelompok-kelompok identitas yang 
berbeda dapat hidup bersama, khususnya dalam ikatan konteks suatu negara-
bangsa yang mempersatukan kelompok-kelompok yang berbeda”.21 Hal 
tersebut bukan berarti mengaburkan identitas.  
Pluralisme kewargaan ini memberikan pengakuan kemajemukan serta 
memberikan ruang untuk tampil di ruang publik. Sebagai modus politik 
negara demokrasi yang majemuk, modus politik dalam pluralisme kewargaan 
didasarkan pada kewarganegaraan (citizenship) yang setara sehingga 
meskipun memperlakukan secara berbeda terhadap kelompok-kelompok 
berdasarkan identitasnya namun hal itu bukan untuk mendiskriminasikan.
22
 
Pada modus politik ini pula setiap warganegara dituntut untuk berpartisipasi 
di ruang publik sebagai masyarakat sipil secara beradab dan tidak 
mendominasi.
23
 Sikap beradap dan tidak mendominasi tersebut sesuai dengan 
yang disebut “santun”, meminjam istilah Robert W. Hefner, yaitu suatu sikap 
                                                          
21
 Ibid, hlm. 30. 
22
 Zainal Abidin Bagir, AA GN Ari Dwipayana, “Keragaman, Kesetaraan dan 
Keadilan: Pluralisme Kewargaan dalam Masyarakat Demokratis”, dalam Pluralisme 
Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia, ed. Endy Saputro, (Bandung: 
Center of Religious ang Cross-cultural Studies/CRCS dan Penerbit Mizan, 2011), hlm. 
61. 
23
 Ibid. 
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“ketika digunakan untuk beradu pendapat dengan orang-orang lain di arena 
publik, mereka mengisyaratkan respek bagi hak-hak warga negara lain dan 
dengan demikian menyumbang pada sebuah budaya partisipasi publik yang 
didasrkan atas kebebasan berkumpul, berbicara, dan berpartisipasi bagi setiap 
orang tanpa mempertimbangkan ras, agama, etnisitas, gender, atau kelas.”24 
Hilman Latief membedakan konsep antara kewarganegaraan 
(citizenship) dengan konsep ummah. Citizenship dipahami secara umum 
sebagai suatu kewargaan (baca: kewarganegaraan). Hilman Latief mengutip 
pendapat T.H. Marshal mengartikan kewargaan sebagai suatu status terhadap 
anggota dari suatu kelompok termasuk negara.
25
 Dalam konteks negara, 
kewargaan bersifat universal sehingga setiap warga negara memiliki hak dan 
fungsi yang sama. Sedangkan ummah menurut Latief merupakan suatu 
konsep ideologis dari suatu komunitas politik, secara generik untuk menyebut 
masyarkata Muslim.
26
  
Makna ummah dipahami secara eksklusif dan inklusif. Secara 
eksklusif ummah merupakan hubungan antara manusia dengan agama (secara 
vertikal maupun horizontal). Umat Islam (Muslim) tidak hanya 
memperhatikan hubungannya dengan sesama manusia (dalam suatu negara) 
namun juga hubungan dengan Allah sang pencipta. Karena itu ummah 
diartikan sebagai orang yang memeluk agama Islam di suatu negara Islam.
27
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Muslim memandang ummah merupakan warga kelas pertama dalam suatu 
negara Islam, sedangkan non-Muslim sebagai warga kelas dua. Secara 
inklusif, ummah (merujuk Piagam Madinah) dipahami sebagai seluruh 
penduduk kota (Madinah) dengan berbagai suku, etnik maupun kelompok 
agama. 
Lebih lanjut, menurut Latief konsep ummah dalam kebinekaan perlu 
reinterpretasi dan kontekstualisasi.
28
 Konsep ummah perlu dimaknai secara 
universal. Dalam kerangka kebinekaan, konsep ummah tidak terbatas merujuk 
kepada sekelompok orang dengan identitas agama tertentu (misalnya 
Muslim), namun dipahami secara luas sebagai umat manusia. Ummah 
ditafsirkan lebih sederajat (egaliter) dalam konteks kebangsaan. Dalam upaya 
kontekstualisasi, ummah difungsikan sebagai agen perubahan kolektif. 
Memandang segala persoalan yang terjadi di Indonesia sebagai suatu 
persoalan bersama dan perlu dihadapi secara bersama-sama. 
B. Relasi Agama dan Negara 
Ralasi Agama dan Negara menjadi perdebatan yang panjang di 
Indonesia. Diawali dengan kedudukan Agama di dalam suatu Negara. 
Pengakuan Agama dianggap sangat penting di dalam mayoritas masyarakat 
beragama. Terlebih pluralitas agama yang ada di Indonesia, mendesak 
pengakuan setatus keberagamaan. Demikian, Negara perlu menentukan 
fondasi ideologi berdirinya suatu negara. 
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Konsep negara yang umumnya berkembang hingga kini terdiri atas 
negara sekuler dan negara teokratis. Keduanya memiliki basis prinsip yang 
sangat bertentangan. Konsep negara sekuler berusaha sebisa mungkin 
melepaskan urusan agama dari pemerintahan (negara). Alih-alih melepaskan 
kerancuan antara urusan agama dan negara, konsep negara sekuler 
memberikan kewenangan pengaturan agama kepada pemuka masing-masing 
agama. Individualisasi agama ini dilakukan untuk menghilangkan pengaruh 
agama dalam ranah politik, budaya masyarakat, serta dalam kepermerintahan. 
Wujud sekulerisme berupa penyerahan kekuasaan agama kepada Gereja (atau 
pimpinan keagamaan lain) dari pemerintah. 
Tidak adanya intervensi negara terhadap agama (ataupun sebaliknya) 
memberikan peluang agama untuk berkembang dengan leluasa. Pemeluk 
agama dapat secara bebas mengembangkan keyakinannya tanpa hambatan 
dan kendali dari pemerintah. Begitu pula pihak Gereja, Masjid, Wihara, Kuil, 
dsb dapat melaksanakan program dan kegiatan peribadatan maupun kegiatan 
keagamaan lainnya. Sehingga di beberapa negara sekuler, kegiatan 
missionaris maupun islamisasi dapat berjalan dengan tidak terbatas. Namun 
tidak jarang kegiatan tersebut menimbulkan konflik antar agama. Sekali lagi, 
negara tidak turut serta dalam penyelesain konflik tersebut. Demikian 
sekulerisasi berperan dalam negara-negara sekuler. 
Lebih spesifik, Trisno S. Susanto mengungkapkan argumen Jose 
Casanova mengenai elemen dasar suatu sekulerisasi: 
Sebagai suatu upaya untuk memahami modernisasi masyarakat sebagai 
proses diferensiasi fungsional dan emansipasi ranah-rahan sekular – 
32 
 
 
 
khususnya negara modern, ekonomi pasar kapitalis, dan sains modern – 
dari ranah agama, serta diferensiasi dan spesialisasi agama serupa di 
dalam ranahnya sendiri.
29
 
Diferensiasi yang dilakukan negara sekuler sebagai upaya penataan 
masyarakat dan negara untuk terus bergerak ke arah moderitas, kapitalis serta 
upaya tak terbatas untuk pengembangan sains dan teknologi.  Hal tersebut 
dianilai tidak memiliki keterkaitan yang signifikan dengan teologi. 
Berbanding dengan negara sekuler, dalam negara teokrasi, agama 
menjadi pemegan kendali seutuhnya terhadap negara. Negara merupakan 
bagian dari agama. Aturan-aturan Tuhan menjadi aturan negara, sehingga 
kitab suci menjadi basis hukum utama dalam penyelenggaraan negara. 
Penulis menyebut pemahaman terhadap negara teokrasi atas dua, yaitu 
teokrasi tertutup dan teokrasi terbuka. Pada teokrasi tertutup, pemimpin 
negara yang juga pemimpin negara dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. 
Karena itu, setiap perkataan maupun kehendak menjadi suatu hukum. 
Pemimpin negara juga sebagai penafsir tunggal atas kitab suci. Tidak heran 
jika ketidak adilan dan kekerasan terjadi utamanya terhadap rakyat. Estafet 
kekuasaan beralih berdasarkan keturunan, sehingga terjadi perebutan 
kekuasaan antar keturunan. 
Teokrasi terbuka lebih lentur terhadap perubahan. Meskipun hukum 
agama menjadi hukum negara, namun hanya Tuhan sebagai pemimpin utama. 
Pemimpin agama bukan menjadi pemimpin negara. Namun keduanya tetap 
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menggunakan kitab suci sebagai dasar menetapkan keputusan. Pergantian 
pemimipin tidak dilakukan berdasarkan keturunan, namun lebih kepada 
kemampuan. Teokrasi terbuka dapat dilihat dalam periode kepemimpinan 
empat kalifah: Abu Bakar r.a, Umar r.a, Usman r.a, dan Ali bin Abu Tholib 
r.a. Meskipun agama sebagai basis negara, namun kapasitas keempat kalifah 
tersebut hanya sebagai pemimpin negara, bukan sebagai penerima wahyu. 
Lantas bagaimana dengan Indonesia? 
Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara teokrasi. 
Indonesia menjadikan demokrasi sebaga basis utama pemerintahaan. 
Pemerintah dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat bertujuan untuk mewakili 
kepentingan rakya. Suara rakyat menjadi kekuatan utama dalam menjalankan 
negara. Untuk itu, setiap rakyat memiliki hak yang sama untuk 
mengemukakan argumen. Pada prinsipnya, kesamaan hak menjadi dasar 
untuk mencapai suatu keadilan. 
Demokrasi (liberal) sering diidentikan dengan sekulerisme. Begitu 
pula pendapat Habermas
30
 yaitu pemisahan institusional ranah agama dengan 
kegiatan-kegiatan politik dalam pemerintahan merupakan visi negara 
demokratis liberal yang menjadi jantung tatanan demokrasi konstitusional. 
Lebih lanjut, Habermas menyebut prinsip tersebut sebagai netralisasi negara. 
Prinsip tersebut dianggap dapat menjamin kesetaraan warga negara untuk 
menikmati hak-haknya sebagai warga negara, baik yang beragama maupun 
tidak beragama. Visi dan bahasa keagamaan dapat berperan dalam 
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pengambilan keputusan politik apabila telah diterjemahkan ke dalam bahasa 
yang universal. 
Demokrasi di atas berbeda dengan demokrasi di Indonesia. Indonesia 
lebih menerapkan demokrasi yang berlandaskan Pancasila (demokrasi 
pancasila). Negara tidak memisahkan urusan negara dengan urusan agama. 
Keyakinan terhadap Tuhan (agama) menjadi dasar pertama dalam 
menjalankan negara. Meskipun agama bukan menjadi ideologi negara, 
namaun pengakuan agama terletak pada sila pertama Pancasila. Sila pertama 
tersebut merangkum pluralisme agama di Indonesia. Selain itu, terdapat sila 
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan yang menjadi basis dalam 
menjalankan suatu negara. 
Relasi Islam dan Negara 
Ketidak harmonisan hubungan Islam dan Negara mulai terlihat setelah 
Indonesia merdeka (era revolusi hingga orde baru). Terjadi saling kecurigaan 
antara Islam politik dengan pemerintah negara. Islam politik sering terjadi 
selisih paham dengan kalangan nasionalis. Obsesi kalangan Islam politik 
terhadap pengakuan Islam sebagai ideologi negara mendapat tentangan oleh 
kalangan nasionalis-Kristen. Keduanya berebut pengaruh dalam penentuan 
ideologi negara.  
Berdirinya Darul Islam di Jawa Barat memiliki pengaruh yang sangat 
bersar terhadap obsesi Negara Islam. Gerakan ini berdiri sebagai pada masa 
perjuangan kemerdekaan. Terdapat tiga basis regional utama pergerakan ini 
(1952-1962) yaitu di Jawa Barat dipimpin oleh Kartosoewirjo, di Sulawesi 
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Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakkar, dan di Aceh dipimpin oleh Daud 
Beureueh. Darul Islam mendeklarasikan Indonesia sebagai Negara Islam 
Indonesia (NII) dan membentuk Tentara Islam Indonesia (TII). Namun 
gerakan ini hanya bergerak di bawah tanah hingga berakhirnya Orde Baru. 
Selain Darul Islam, organisasi-organisasi Islam lainnya berdiri 
sebelum kemerdekaan. Seperti berdirinya Muhammadiyah (1912), Serikat 
Islam (1912), Al-Irsyad (1913), Persatuan Islam / Persis (1923), dan 
Nahdlatul Ulama / NU (1926). Pada masa pendudukan jepang, seluruh 
organisasi Islam dirangkum dalam satu wadah organisasi yang sering disebut 
Masyumi. Masyumi menjadi wadah suara umat Islam untuk menjadikan 
Islam sebagai ideologi negara. Upaya tersebut mendapat tentangan dari kubu 
nasionalis sekuler. Meskipun Islam menjadi agama mayoritas, namun 
terdapat agama-agama lain yang menjdai minoritas di Indonesia. 
Gagal menjadikan Islam sebagai ideologi negara, kalangan Islam 
konservatif berupaya menjadikan Islam sebagai agama negara. Upaya 
legalisasi Islam dilakukan termasuk memasukkannya sebagai salah satu sila 
dalam Pancasila. Dalam sidang BPUPKI (1 Juni 1945), Soekarno 
mengemukakan sila-sila dalam Pancasila, salah satunya sila Ketuhanan. 
Untuk menindak lanjuti pembentukan dasar negara, Soekarno membentuk 
panitia sembilan. Panitia sembilan disusun berdasarkan golongan termasuk 
perwakilan dari Islam (Masyumi) dan bertugas menyusun dasar negara. Hasil 
sidang panitia sembilan ditandatangani dengan sebutan “Piagam Jakarta”. 
Kali ini, sila Ketuhanan berada pada posisi pertama dalam Pancasila. Sila 
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tersebut berbunyi “KeTuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam 
bagi pemeluk-pemeluknya”. Demikian, secara tidak langsung mengakui Islam 
sebagai agama negara. 
Setelah kemerdekaan, PPKI menyusun Undang-Undang Dasar dengan 
memasukkan Pancasila ke dalam pembukaannya. Kali ini PPKI tidak diikuti 
berdasarkan golongan, anggota PPKI tersusun dari perwakilan daerah. 
Perwakilan dari Islam (Masyumi) lebih sedikit dibanding BPUPKI maupun 
Panitia Sembilan. Meskipun dari golongan Islam (anak dari seorang ulama) 
ide Hatta berhasil merubah bunyi sila pertama Pancasila. Tujuh kata sila 
pertama dihilangkan menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila ini 
mengandung asas monoteisme namun dapat diterima berbagai agama. Alasan 
utama perubahan bunyi sila pertama karena meskipun masyarakat Indonesia 
mayoritas beragama Islam, namun terdapat hak-hak minoritas agama lain 
yang juga harus dipenuhi. 
Setelah kemerdekaan, semakin bermunculan partai-partai baru seperti 
Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang berbasis di Sumatera Barat. Etnis 
Minangkabau yang semakin meluas membawa Perti semakin luas ke seluruh 
Indonesia. Dalam hal keagamaan, Perti lebih konservatif dibanding NU.
31
 
Perti bergabung dengan Masyumi sebagai pengayomnya. Namun sekitar 
tahun 1950-an Perti melepaskan diri dari Masyumi. Disusul NU tahun 1952 
menjadi partai tersendiri. Hingga tahun 1955 terdapat empat partai besar 
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Islam (Masyumi, NU, PSSI, dan Perti) sebagai partai Islam yang 
mendapatkan suara 40% pada pemilu pertama. 
Para politisi Masyumi sangat mendukung Piagam Jakarta dalam debat 
tentang Undang-Undang Dasar (UUD). Ia bersikeras ingin mengembalikan 
tujuh kata yang digantikan dalam sila partama Pancasila. Upaya menjadikan 
Islam sebagai agama negara mendapat tentangan dari berbagai pihak. Partai 
ini menolak sistem Demokrasi Terpimpin Soekarno. Beberapa anggota turut 
serta dalam pemberontakan terhadap Soekarno. Gerah dengan sikap Masyumi 
tersebut, Soekarno membubarkannya pada tahun 1960. 
Pada masa Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto, pergerakan 
Islam sangat dibatasi. Islam liberal dan progresif dapat berkembang pada 
masa ini. Namun Islam konservatif terpaksa menahan suranya. Sepeninggalan 
para pemimpin Darul Islam (akhir periode Soekarno) dilanjutkan oleh para 
pengikut setianya dan terus bergerak di bawah tanah. Sebagai upaya control 
terhadap partai-partai Islam, Soeharto melebur partai Islam ke dalam suatu 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 1973. 
Kecurigaan dan kesenjangan terus terjadi antara Islam dengan Negara. 
Hubungan Islam dan Negara semakin jauh. Karena itu, pemerintahan 
Soeharto (1975) membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut 
Bruinessen, tujuan pendirian MUI “untuk menjadi jembatan bagi pemerintah 
dengan umat Muslim, memberikan nasihat kepada pemerintah dalam soal-
soal yang sensitif dan menjelaskan kebijakan pemerintah dalam bahasa yang 
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bisa diterima para pemeluk agama Islam”.32 Aggota MUI terdiri dari 
perwakilan organisasi Muslim. Direkrut oleh pemerintah, sehingga anggota 
MUI terdiri dari dua pandangan: liberal-progresif dan konserfatif. Lima tahun 
berdiri (1980), MUI mulai mengambil sikap terhadap kelompok-kelompok 
Islam di Indonesia. MUI mengutuk gerakan Ahmadiyah Qadiyani sebagai 
kelompok sesat dan menyimpang dari Islam. 
Dibalik keterbatasan pergerakan umat Islam, pada masa Orde Baru, 
mulai lahir intelektual Islam. Pemikiran dan refleksi kritis dan gejolak 
intelektual Nurcholish Madjid dengan didukung Abdurrahman Wahid 
memberikan pembaharuan dalam pemikiran Islam. Madjid dengan pemikiran 
inovatifnya menjauhkan diri dari politik Islam dan memilih melakukan kajian 
agama terbuka dalam klub kajian agamanya “Paramadina”. Atmosfer Muslim 
liberal turut diwarnai Madjid dengan menyebarkan prinsip toleransi dan 
pluralisme. Ahmad Syafii Maarif dengan pemikiran progresifnya juga 
memberikan pandangan yang tidak jauh berbeda dengan Madjid. Kemudian 
Soeharto mendirikan organisasi resmi untuk intelektual Muslim yang 
diberinama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). ICMI pertma kali 
diketuai oleh B.J. Habibie (sewaktu itu menjadi menteri riset dan teknologi). 
Wacana Islam liberal dan progresif meredup setelah Soeharto 
dilengserkan dari jabatannya (1998). Islam konservatif sebaliknya semakin 
menguat. Darul Islam kembali menunjukkan diri dalam pergerakan Islam, 
hampir bersamaan dengan munculnya gerakan radikal Solo (1998). Pasca 
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Orde Baru ini, dunia Islam Indonesia mengalami gejolak yang luar biasa. 
Berbagai konflik keagamaan muncul sebagai reaksi bebasnya pergerakan 
Islam dari belenggu Orde Baru. Perebutan identitas dalam suatu negara 
mengakibatkan kebencian antar umat beragama semakin meningkat. Konflik 
keagamaan hampir terjadi di berbagai daerah antara agama minoritas dengan 
mayoritas. 
Pasca Orde Baru, MUI mulai melaksanakan agenda Islam (upaya 
legalisasi Islam). Dukungan penuh diberikan MUI kepada Habibi karena 
dinilai Habibi akan mendukung misi MUI. Namun setelah Habibi lengser, 
MUI melepaskan diri dari pemerintahan. Memilih untuk menjadi organi 
masyarakat sipil, MUI berusaha menjaga jarak dengan pemerintah. Sejak saat 
itu, MUI menjadi organisasi mandiri terlepas dari pemerintah. Seperti 
organisasi lain, dimulai tahun 2000, musyawarah nasional menjadi agenda 
rutin. Perekrutan anggota dilakukan terhadap kelompok konservatif seperti  
Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)
33
, Hizbut Tahrir wilayah 
Indonesia (HTI)
34
, namun tidak untuk kelompok liberalis, Ahmadiyah, dan 
Syiah. MUI berperan dalam politik jalanan melalui Forum Ukuwah Islamiyah 
(FUI). 
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Upaya Islamisasi negara terus dilakukan melalui dua pendekatan yaitu 
kekerasan dan politik. Upaya kekerasan oleh kelompok radikal dapat dilihat 
dari tragedi pengeboman gereja (malam natal) di Jakarta (2000) dan 
pengeboman di Bali (2002). Gerakan jihad tersebut dilakukan sebagai upaya 
pemberishan negara dari perkembangan agama lain. Sedangkan pendekatan 
politik-struktural dilakukan dengan upaya penerapan syariah dalam 
konstitusi. Upaya tersebut berulang kali gagal. Tahun 2001-2002, MPR terus 
menolak acuan syariah sebagai konstitusi. Kegagalan penerapan syariah 
dalam konstitusi digantikan dengan upaya penerapan syariah di daerah 
provinsi maupun kabupaten/kota. Semenjak tahun 2002, mulai bermunculan 
Peraturan Daerah (Perda) syariah di beberapa daerah dengan mayoritas 
penduduk beragama Islam. Misalnya saja, kabupaten Bulukumba di Sulawesi 
Selatan. Sebagai daerah basis utama DI, Bulukumba mengeluarkan perda 
syariah (2002-2003) terdiri dari larangan alkohol, pengenaan zakat bagi PNS, 
ketentuan berbusan Muslim dan beberapa aspek pidana Islam.
35
 Meskipun 
saat itu, Bupati yang memimpin berasal dari fraksi Golkar. 
Perkambangan kubu Islam konservatif terus berkembang tahun 2005. 
Upaya pembersihan pengurus organisasi dari kubu liberal-progresif terus 
dilakukan termasuk oleh Muhammadiyah dan NU. Kubu progresif 
Muhammadiyah mengalami kekalahan telak sehingga posisi tertinggi 
diduduki Din Syamsudin, seorang tokoh konservatif. Muhammadiyah 
konservatif semakin menguat dengan keberadaan Partai Keadilan Sejahtera 
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(PKS)
36
 pada sebagian anggotanya. Penghilangan liberalisasi semakin jelas 
dengan dikeluarkannya fatwa konroversional oleh MUI tahun 2005 yang 
meliputi: sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme agama adalah bertentangan 
dengan Islam; larangan doa bersama antar umat beragama serta larangan 
pernikahan beda agama yang awalnya diperbolehkan; serta larangan aktifitas 
kelompok Ahmadiyah dan perkembangannya. Anti liberal tersebut mereda 
mulai tahun 2010. 
C. Relasi Hukum Islam dan Hukum Negara 
Hukum Belanda yang dianut sebagai hukum negara seakan 
berseberangan dengan hukum Islam. Sumber hukum Belanda diciptakan dan 
disusun oleh manusia untuk manusia. Sebagai makhluk yang tidak lepas dari 
luput (manusia), hukum Belanda memiliki berbagai kelemahan, berbeda 
dengan hukum Islam. Bersumber dari Al-Qur’an dan Sunah, hukum Islam 
dinilai luput dari kesalahan dan mutlak kebenarannya. Demikian, maka 
sebagian umat Islam di Indonesia berupaya menjadikan hukum Islam sebagai 
hukum negara. 
Pancasila Sumber dari Segala Sumber Hukum 
Usulan Islam sebagai ideologi dan agama negara ditolak oleh sebagian 
masyarakat Indonesia utamanya dari nasionalis-Kristen. Pluralisme agama 
menjadi alasan utama ditolaknya Islam. Terlebih, terdapat hak-hak minoritas 
yang sama seperti mayoritas yang harus dipenuhi. Karena itu, Pancasila 
dianggap menjadi ideologi yang tepat untuk negara. Pancasila berlandaskan 
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atas asas ketuahan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dapat 
merangkum seluruh umat beragama. 
Sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung 
unsur monoteisme yang disepakati berbagai umat beragama di Indonesia. Sila 
tersebut dianggap mewakili seluruh agam. Sila pertama ini dikuatkan dengan 
pasal 29 UUD 1945, mengenai asas tunggal agama di Indonesia serta 
kebebasan memeluk agama dan menjalankannya sesuai agama dan 
kepercayaan masing-masing. Namun kenyataannya, sila tersebut mengandung 
berbagai penafsiran yang berbeda dari setiap agama maupun masyarakat. 
Ditafsirkan secara Kristiani oleh umat Kristen, secara Islami oleh umat Islam, 
secara Budhaisme oleh umat Budha, Hinduisme oleh umat Hindu, dan agama 
lainnya. Di balik berbagai penafsiran di atas, kata “ketuhanan” menjadi suatu 
polemik bagi aliran kepercayaan di pedalaman Indonesia. Kepercayaan yang 
mereka anut tidak termasuk dalam agama resmi yang dilegalkan di Indonesia 
(Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu). Dalam hal administrasi 
(seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dll) pemerintah, mereka 
terpaksa harus memilih salah satu dari agama resmi yang dilegalkan oleh 
pemerintah. Hal itu, tentu sangat berpengaruh terhadap bidang kehidupan 
lain, seperti sensus, politik, dan administrasi lain. 
Sebagai sumber dari segala suber hukum artinya setiap hukum yang 
diciptakan di Indonesia harus bertumpu kepada Pancasila. Karena itu, 
Pancasila menjadi hukum tertinggi dalam hierarki hukum di Indonesia. 
Segala peraturan di bawahnya, tidak boleh terlepas dari kelima sila di 
43 
 
 
 
dalamnya. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 menjadi acuan dalam batang tubuh. Sedangkan aturan-
aturan lainnya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Hierarki perundang-
undangan terdapat pada pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
Supaya tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila, maka dibentuk aturan 
mengenai materi muatan yang harus tercermin dalam setiap perundang-
undangan. Materi muatan tersebut terdiri dari: pengayoman; kemanusiaan; 
kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; 
kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah; ketertiban dan kepastian 
hukum; dan/atau keseimbangan, kserasian, dan keselarasan.
37
 Meskipun dapat 
mengandung asas lain (pasal 6 ayat [2]), namun tidak boleh bertentangan 
dengan sepuluh asas di atas. 
Hukum Islam dan Hukum Negara: Kemunculan Perda Syariah dalam Tata 
Hukum Negara 
Ketegangan antara Islam dan negara semakin kuat setelah Indonesia 
merdeka. Kecuriaan negera terhadap aktivis Islam menambah ketegangan 
antara Islam dan Negara. Pemerintah menilai aktivis Islam anti terhadap 
ideologi Pancasila. Keberadaannya dalam kementrian maupun kabinet 
dikhawartirkan mengancam negara. Berbagai penekanan dilakukan untuk 
mencegah hal itu. Mulai dari pembubaran Masyumi (1960), pelarangan bekas 
pemimpin Masyumi untuk menjadi pemimpin Parmusi (dibentuk untuk 
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menggantikan Masyumi setelah dibubarkan) tahun 1968, peleburan partai 
politik Islam ke dalam satu partai politik PPP (1973), berkurangnya wakil 
Islam dalam parlemen maupun kabinet, dan sebagai pengarusutamaan 
Pancasila maka organisasi sosial dan politik dilarang menggunakan Islam 
sebagai ideologi organisasi. 
Di sisi lain dari hal di atas, dikeluarkan beberapa peraturan yang 
mewakili kepentingan umat Islam. Diawali dengan dikeluarkannya UU No. 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 
Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan sebagainya. 
Menurut Bahtiar Effendy, aturan tersebut merupakan bentuk akomodasi 
pemerintah terhadap hubungan Islam dan negara.
38
 
Terdapat beberapa cara pandang dan penafsiran terhadap sikap 
akomodasi yang dilakukan pemerintah. Berdasarkan tulisan Bahtiar Effendy, 
terdapat empat penafsiran secara umum. Pertama, akomodasi dilakukan 
sebagai upaya Soeharto untuk mempertahankan jabatan presiden dengan 
mengambil hati umat Islam menjelang pemilu tahun 1993.
39
 Kendali Soeharto 
atas pejabat militer mulai mengendur. Beberapa pimpinan militer melakukan 
pemberontakan terhadap kepemerintahan Soeharto, sehingga basis pendukung 
Soeharto menurun. Namun menurut Effendy, penafsiran tersebut tidak 
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Politik Islam di Indonesia, terj. Ihsan Ali-Fauzi, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 278-
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memiliki dasar yang kuat.
40
 Bukan kali itu saja Soeharto mendapatkan 
pemberontakan. Seringkali Soeharto mengganti pemberontak dalam parlemen 
maupun kabinet dengan memindahkan pada posisi yang tidak terlalu berarti 
atau bahkan mencopot jabatannya sama sekali. Kewajiban Pegawai Negeri 
Sipil untuk mimilih partai Golkar sudah cukup untuk memenangkan suara. 
Sewajarnya Soeharto tidak terlalu risau dengan hal tersebut. 
Kedua, sebagai upaya memperoleh legitimasi kultural dan politik yang 
substansial, pemerintah Soeharto melakukan akomodasi terhadap Islam.
41
 
Pada masa ini, telah terjadi transformasi intelektual generasi baru pemikir dan 
aktivis politik Muslim. Pergeseran tujuan terjadi dari yang bersifat legalistik-
fomralistik kepada substansialistik.
42
 Upaya transformasi intelektual 
dilakukan terus-menerus untuk menepis kecurigaan terhadap aktivis Islam. 
Memperbaiki hubungan dan saling melengkapi antara Islam dan negara telah 
menciptakan hubungan harmonis antara keduanya. Untuk menghindari 
ketegangan kembali dan juga meningkatkan legitimasinya, pemerintah 
melakukan akomodasi.
43
 
Ketiga, Abdurrahman Wahid mengkritik dengan lantang dilakukannya 
akomodasi oleh pemerintah. Menurut Wahid, akomodasi yang dilakukan 
cenderung mengarah kepada sektarianisme dan eksklusivisme.
44
 Keduanya 
mengancam pluralisme agama. Dalam kutipannya, Effendi mengemukakan 
perkataan Wahid: 
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Selain merupakan tindakan diskriminasi terhadap agama yang dianut 
[kelompok-kelompok] minoritas, campur tangan [negara dalam 
masalah-masalah agama] yang berlebihan juga bakal merapuhkan 
intergritas bangsa.... Indonesia bukanlah negara teokratis..., sehingga 
pemerintah yang berkuasa harus mempunyai batas yang jelas dalam 
menyelenggarakan dan melindungi kehidupan beragama. Arti 
demokrasi yang paling esensi adalah melindungi dan membela hak-hak 
minoritas. ... Jika kemudian karena beberapa hal tertentu negara atau 
pemerintah lebih mementingkan satu agama saja, atau hanya 
mengambil kebenaran dari satu sisi agama saja, itu berarti negara 
cenderung mengarah kepada sektarianisme.
45
 
Melihat pluralisme agama di Indonesia serta konflik agama yang telah 
terjadi, tampaknya pandangan Wahid dapat dibenarkan. Diakomodasinya 
kepentingan salah satu agama, dapat mengakibatkan kecemburuan sosial 
umat beragama lainnya. Hal itu mengarah kepada sektarianisme dan 
eksklusivisme. 
Keempat, upaya akomodasi dilakukan sejalan dengan corak negara 
Indonesia yang bukan merupakan negara teokrasi maupun sekuler. Negara 
tidak dapat melepaskan urusan keagamaan dari pemerintahan. Atau bahkan 
menganggap agama sebagai ancaman negara. Sila pertama Pancasila 
mengakui keberadaan agama dalam negara. Namun Indonesia juga bukan 
negara teokrasi yang mendasarkan ideologi negara pada salah satu agama. 
Negara tidak dijalankan berdasar salah satu agama. Karena itu, negara 
berupaya mengakomodasi agama yang ada di Indonesia, tidak hanya Islam, 
tetapi juga agama lainnya. 
Sependapat dengan pandangan Wahid bahwa harus ada batasan-
batasan yang jelas keterlibatan negara terhadap urusan agama. Batasan dan 
parameter dibutuhkan untuk menghindarkan negara dari teokratisasi. Tidak 
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hanya pada tingkat nasional, batasan dan parameter perlu dipertegas hingga 
wilaya terendah termasuk peraturan daerah. Beberapa dekade belakangan ini, 
peraturan daerah berlandaskan Islam, atau sering disebut Perda Syariah, 
banyak bermunculan dibeberapa daerah kabupaten di seluruh Indonesia. 
Perda Syariah digadang sebagai upaya menerapkan perinsip syariah dalam 
kehidupan masyarakat Muslim. Menurut Efrinaldi terdapat empat substansi 
sosial masyarakat yang mulai mengaplikasikan hukum Islam yaitu 
menyangkut moralitas (seperti pelarangan pelacuran dan perzinahan; 
menyangkut pakaian (penggunaan busana muslim dan muslimah); 
peribadatan atau keterampilan beragama (baca tulis Al-Qur’an); dan 
pemungutan dana sosial (zakat, infak, sedekah).
46
 Karena itu perlu 
pembatasan secara tegas keterlibatan negara dalam urusan agama. 
Melalui sudut pandang hukum ketatanegaraan, Denny Indrayana 
membagi legalisasi hukum Islam ke dalam tiga fase. Fase pertama, “fase 
konstitusionalisasi syariat Islam”.47 Upaya ini dilakukan tiga kali. Pertama, 
legalisasi hukum Islam di dalam Piagama Jakarta (1945) dalam tujuh kata 
ayat pertama Pancasila “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 
pemeluknya”.48 Namun dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang 
Dasar 1945, ketujuh kata tersebut tidak dicantumkan oleh Mohammad Hatta. 
Hal itu merupakan kegagalan pertama legalisasi hukum Islam. Kedua, upaya 
memasukan kembali tujuh kata Piagam Jakarta melalui konstituante (1956-
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1959).
49
 Namun berdasarkan Dekrti Presiden, konstituante dibubarkan oleh 
Soekarno. Sehingga upaya tersebut merupakan kegagalan yang ke dua. 
Ketiga, upaya yang serupa, namun upaya tersebut ditolak oleh MPR karena 
kurangnya dukungan politik (1999-2002).
50
 
Fase kedua, “formalisasi syariat Islam ditingkat Undang-undang”.51 
Upaya ini diawali dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan. Nilai-nilai hukum Islam, pada prinsipnya, tidak sedikit 
diadopsi dalam Undang-Undang ini.
52
 Setelah terbitnya Undang-Undang 
tersebut, Undang-Undang bernuansa syariah semakin marak bermunculan 
seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 
Fase ketiga, “pengadopsian syariat Islam ke dalam Peraturan Daerah 
(Perda)”.53 Perda tersebut semakin marak setelah diterbitkannya Undang-
Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
54
 Undang-Undang 
tersebut menjadi jalan untuk legalisasi syariat Islam ke dalam Perda. Menurut 
Michael Buhler, terdapat 443 Perda Syariah selama tahun 1998-2013, dengan 
penyebaran georafisnya meliputi 44 persen (15/34) dari seluruh provinsi, 32 
persen (133/412) dari seluruh kabupaten/kota, dan 52 persen (48/93) dari 
seluruh kota madya yang ada di Indonesia.
55
 Dari keseluruhan Perda Syariah 
tersebut, 67,5 persen (299/443) tersebar pada enam provinsi yaitu Jawa Barat 
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(103), Sumatera Barat (54), Sulawesi Selatan (47), Kalimantan Selatan (38), 
Jawa Timur (32), dan Aceh (25).
56
 
Kemunculan Perda Syariah seperti di atas perlu ditelaah lebih lanjut. 
Sesuai prinsip lex superiore derogat lex infiriore, peraturan yang lebih tinggi 
mengalahkan peraturan yang lebih rendah.
57
 Untuk itu perlu diketahui posisi 
Perda Syariah dalam hierarki hukum Indonesia.  
Pada dasarnya kedudukan Peraturan Daerah ialah sebagai “salah satu 
jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem 
hukum nasional yang berdasarkan Pancasila”.58 Materi muatan Peraturan 
Daerah diatur dalam pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 
Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi 
daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi Khusus daerah 
dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi. 
Supaya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan 
yang lebih tinggi, maka penyusunan Peraturan Daerah harus memperhatikan 
asas materi muatan dalam pasal 6 ayat [1] UU No. 12 Tahun 2011 berikut 
penjelasannya. Pasal 136 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah mengatur bahwa “Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 
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bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-
udangan yang lebih tinggi”. Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur jenis dan hierarki 
Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
Dari hierarki di atas, Perda Syariah memiliki legalitas yang sah sebagai 
peraturan perundang-undangan. Hal itu bukan menjadi suatu permasalahan 
yang berarti. Selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan di atasnya maka Perda Syariah dapat diterapkan. Lantas apakah 
Perda Syariah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi? 
Menurut Efrinaldi, Perda Syariah merupakan perwujudan terhadap sila 
pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”.59 Sebagai umat beragama, 
manusia memiliki kewajiban untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Selain itu, sebagai tanggungjawab seorang Muslim, manusia harus 
menerapkan syariat Islam utamanya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya 
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legalisasi syariah sebagai salah satu jalan penerapan syariat Islam. Demikian, 
Perda Syariah dikatakan sebagai ralisasi atau konkretisasi sila pertama 
Pancasila. 
Denny Indrayana mengungkapkan, berdasarkan penelitian LK3, 
legalisasi hukum Islam memiliki kecenderungan: “(1) syariat Islam dijadikan 
alat untuk meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemda 
dan DPRD; dan (2) syariat Islam menjadi sarana bagi investasi politik para 
bupati/walikota, dan partai politik dalam menghadapi PILKADA 2005”.60 
Hal tersebut diperkuat oleh pemaparan Buehler bahwa penerapan perda 
syariah dimungkinkan dilakukan oleh elit negara untuk menunjukkan 
perhatian mengenai agama kepada kelompok-kelompok Islamis di daerah-
daerah untuk mendongkrak reputasi politisi-politisi tidak hanya dengan 
mengesahkan perda syariah tetapi terkedang mengejar agenda Islamisasi 
sebagai simbol yang tinggi.
61
 Artinya, penerapan perda syariah ini untuk 
miningkatkan dukungan massa dalam pemilihan umum tahun 2005.
62
 
Sebelumnya ia mengungkapkan bahwa “kebanyakan perda sayriah 
diimplementasikan oleh petualang politik yang berafiliasi ke partai-partai 
sekuler , dalam konteks lingkungan baru politik lokal yang kompetitif”.63 
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BAB III 
AGAMA, ADAT, DAN POLITIK DI AGAM 
 
A. Keberagamaan 
Agama menjadi unsur penting dalam kehidupan manusia. Agama 
menjadi pedoman dan penuntun dalam peran kita sebagai manusia. Selain 
menjadi panduan pembeda antara baik dan buruk, agama juga menjadi 
panduan dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan agama dijamin dalam 
konstitusi Negara Indonesia pada sila pertama Pancasila, “Ketuhanan yang 
Maha Esa”. Jaminan tersebut sekaligus memaksa warga negara untuk 
memeluk suatu agama (monoteis). Bertambahnya jumlah penduduk 
mengakibatkan perkembangan jumlah pemeluk agama. 
Jumlah pemeluk agama di Kabupaten Agam terus mengalami 
perubahan jumlah. Selama tahun 2001-2009 terjadi fluktuasi jumlah pemeluk 
masing-masing agama. Tahun 2001-2002 terjadi kenaikan jumlah pemeluk 
agama Islam sekitar 3.455 orang.
1
 Tahun 2003, kenaikan terjadi pada 
pemeluk agama Islam (6.326 orang), dan Kristen (7 orang), namun terjadi 
penurunan pada pemeluk agama Hindu (1 orang), Budha (2 orang), dan 
Lainnya (5 orang).
2
 Tahun 2004-2007, kenaikan dialami pemeluk agama 
Islam (6.798 orang), Hindu (35 orang), Budha (52 orang), sengakan 
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penurunan terjadi pada agama Kristen (380 orang) dan Lainnya (3 orang).
3
 
Tahun 2008, kenaikan kembali dialami pemeluk agama Islam (7.075 orang), 
Kristen (18 orang), dan Lainnya (1 orang), sedangkan Hindu dan Budha tidak 
mengalami perkembangan jumlah.
4
 Sedangkan tahun 2009, kenaikan dialami 
Islam (4.933 orang), Kristen (1.239 orang), penurunan dialami Hindu (37 
orang) dan Budha (58 orang), sedangkan Lainnya tidak mengalami perubahan 
jumlah. Secara spesifik dapat dilihat tabel di bawah ini. 
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Tabel 1 
Jumlah Pemeluk Agama Tahun 2001-2009 
 
Tahun 
Islam Kristen Hindu Budha Lainnya 
 + -  + -  + -  + -  + - 
2001 417.511   1.224   8   19   14   
2002 420.966 3.455  1.224 0  8 0  19 0  14 0  
2003 427.292 6.326  1.231 7  7  1 17  2 9  5 
2004 429.219 1.927  2.325 1.094  21 14  19 2  19 10  
2005 432.816 3.597  2.401 76  21 0  19 0  19 0  
2006 437.128 4.312  2.424 23  21 0  19 0  19 0  
2007 436.017  1,111 1.945  479 56 35  69 50  6  13 
2008 443.092 7.075  1.963 18  56 0  69 0  7 1  
2009 448.025 4.933  3.202 1.239  19  37 11  58 7 0  
Sumber : Agam dalam Angka 
  
55 
 
 
 
Tempat ibadah menjadi unsur yang penting di lingkungan masyarakat 
beragama. Tempat ini merupakan tempat yang suci untuk beribadah. Berbagai 
upaya dilakukan untuk membangun tempat ini, termasuk dengan bergotong-
royong, maupun bantuan dari pihak pemerintah sebagai perwujudan pasal 29 
UUD 1945. Atas jaminan yang diberikan pemerintah dalam pasal tersebut, 
pemerintah juga berkewajiban memberikan fasilitas dan sarana prasarana 
untuk beribadah, termasuk membangun tempat ibadah. Berikut ini tempat 
ibadah di Agam: 
Tabel 2 
Tempat Ibadah di Kabupaten Agam Tahun 2001-2009 
 
Tahun Masjid Mushalla Langgar Lainnya 
2001 496 222 974 - 
2002 496 224 959 - 
2003 496 212 974 - 
2004 501 222 959 - 
2005 505 286 976 - 
2006 505 286 1.031 - 
2007 511 318 1.036 - 
2008 507 280 950 - 
2009 520 204 949 - 
Sumber: Agam dalam Angka 
Masjid, Mushalla, dan Langgar merupakan sebutan yang muncul pada 
dekade belakangan ini. Ketiga istilah tersebut lebih umum dikenal di luar 
daerah Minangkabau, misalnya Jawa, Madura, dll. Penyebutan tempat ibadah 
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lebih lazim disebut Surau. Surau didirikan pada mulanya sebagai pelengkap 
rumah gadang. Keluarga yang saparuik (satu keturunan terdiri dari empat 
generasi) berkumpul dalam Surau.
5
 Dalam sejarahnya, Surau digunakan 
sebagai penyembahan agama Hindu-Budha, sebelumnya digunakan sebagai 
tempat menyembah ruh/arwah nenek moyang pada masa Animisme. Setelah 
Islam masuk, penyembahan dan pengajaran Hindu-Budha digantikan dengan 
peribadatan Islam. Surau bersal dari bahasa Melayu yaitu suatu bangunan 
kecil tempat melakukan shalat orang-orang Islam, tempat belajar Al-Qur’an, 
serta tempat untuk pengajian agama.
6
 Muhammad Mawangir menjelaskan 
“Surau was originally introduced by Shikh Burhanuddin both as a praying 
place and educational institutions especially for traditional Islamic 
mysticism. Then it could quickly become socialized well in the life of 
Minangkabau society. In addition, Surau was also as a gathering place for 
boys who have already become adult (baligh) and stopover place for the 
nomads (perantau)”.7 Begitu pula laki-laki tua yang tidak memiliki rumah 
dan kemenakan maka akan tinggal di Surau.
8
 
Melihat tabel di atas, secara jelas, tidak terdapat tempat ibadah lain 
selain tempat ibadah umat Islam. Lantas bagaimana dengan ibadah umat non 
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 MHD. Natsir, “Peranan Surau Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Tradisional 
di Padang Pariaman Sumatera Barat (Surau Syaikh Burhanuddin)” Padagogi: Jurnal 
Ilmiah Ilmu Pendidikan, (Padang) Vol. XII, Nomor 2, 2012, hlm. 41. 
6
 Maimunah, “Sistem Pendidikan Surau: Karakteristik, Isi dan Literatur 
Keagamaan, Ta’dib Jurnal Pendidikan Islam, (Palembang) Vol. XVII, Nomor 2, 2012, 
hlm. 256. 
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 Muhammad Mawangir, “Modernization of Islamic ‘Surau’ Traditional 
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(United States) Vol. 3, Nomor 2, 2015, hlm. 29. 
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Islam? Dalam upaya pengamanan Natal 2016 dan tahun baru 2017, Kapoles 
Agam mengungkapkan “pada operasi lilin tahun ini kita akan fokus untuk 
mengamankan arus transportasi dan objek wisata, karena di daerah itu tidak 
ada gereja”. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa umat nasrani yang tinggal di 
Agam melaksanakan kegiatan Natal di Kota Padang dan Bukittinggi.
9
 
B. Adat Dan Islam 
Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah yang terletak di tanah 
Minangkabau. Sejarah perkembangan adat dan Islam di Agam tidak terlepas 
dari sejarah perkembangan adat dan Islam di Minangkabau.  
1. Sejarah Islam di Minangkabau 
Kabupaten Agam merupakan kabupaten yang relatif baru. Secara 
kepemerintahan, Kabupaten Agam terpisah dari Kota Bukittinggi 
semenjak tahun 1998. Pemerintahan diawali dari keberadaan Kerajaan 
pertama di Minangkabau yaitu Kerajaan Pagaruyung setelah runtuhnya 
Kerajaan Sriwijaya. Tercatat dalam sejarah bahwa: 
Pemerintahan Minangkabau yang disebut Rumah Minang, di mana 
Kabupaten Agam tempo dulu, selain Sumatera Barat juga termasuk 
daerah Limo Kota Kampar (Bangkinang) yang sekarang termasuk 
Propinsi Riau, Daerah Kabupaten Kerinci (Sungai Penuh) sekarang 
termasuk Propinsi Jambi dan sebagian daerah Tapanuli Selatan 
(Kota Napan) yang sekarang secara administrasi berada di Propinsi 
Sumatera Utara.
10
 
                                                          
9
 Yusrizal, dikutip dari http://www.antarasumbar.com/berita/194366/polres-
agam-kerahkan-230-personel-operasi-lilin.html (diakses tanggal 11 Juni 2017). 
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Pada masa pengaruh Hindu dan Budha, pemerintahan adat 
Minangkabau terdiri atas Luhak dan Rantau.
11
 Luhak terdiri atas tiga 
(Luhak nan tigo) yaitu Luhak Agam, Luhak Tanah Datar, dan Luhak 
Lima Puluh.
12
 Pada masa ini, telah muncul susunan adat pemerintahan 
yaitu Koto Pialang lebih mengarah kepada sistem aristokrasi dan Budi 
Caniago lebih mengarah kepada sistem demokrasi.
13
 
Islam masuk ke Minangkabau pada masa pemerintahan Raja 
Aditiawarman. Islam mampu merubah susunan adat di Istana. 
Dibentuklah “raja tiga sela” yaitu raja alam, raja adat, dan raja ibadat.14 
Begitu pula dibentuk empat balai, yaitu bendahara, makhudum, indomo, 
dan tuan qodhi.
15
 Pada masa awal masuknya Islam, konsep raja mulai 
bergeser dalam adat. Raja tidak dinilai sebagai penokohan dan 
kedudukan, tapi raja merupakan suatu kesepakatan. Raja merupakan 
suatu keputusan mufakat atas suatu hal yang wajib dipatuhi oleh seluruh 
masyarakat.
16
 Hukum syariat dapat dilaksanakan setelah dicapai 
                                                          
11
 Luhak merupakan daratan atau wilayah inti dari Minangkabau (Sumatera 
Barat saat ini). Sedangkan rantau ialah pesisir atau tempat orang Minangkabau mencari 
nafkan dan bermukim sementara di luar wilayah inti. 
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 Hamka, Ayahku, (Jakarta: Jayamurni, 1982), hlm. 5. 
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 Ibid, hlm. 7. 
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 Hamka, Islam dan Adat Minangkabau, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1984), 
hlm 10. 
15
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dan keberlangsungan adat. Sedangkan Tuan Qadhi bertugas menjaga penerapan Syara’ 
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Qur’an maupun Sunah. Hamka, Ayahku ..., hlm. 7. 
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kesepakatan secara mufakat.
17
 Demikian nilai-nilai Islam telah 
diterapkan adat berupa permufakatan dalam mengambil keputusan. 
Terdapat dua gelombang pembaharuan Islam di Minangkabau. 
Gelombang pertama yaitu kepulangan tiga ulama besar dari Mekkah pada 
awal abad ke 19 (sekitar tahun 1802-1803). Ulama tersebut ialah Haji 
Miskin di Pandaisikat (Luhak Agam); Haji Abdur Rahman di Piabang 
(Luhak Lima Puluh); dan Haji Muhammad Arif di Sumanik (Luhak 
Tanah Datar).
18
 Pada masa ini, ajaran Wahabi yang dibawa dari Mekkah 
berkembang pesat di Minangkabau utamanya Luhak Agam. Di antara 
ketiga ulama tersebut, Haji Miskin sangat berperan aktif dalam 
pembaharuan Islam di Minangkabau. Ia juga salah satu orang terpenting 
dalam kemunculan Paderi dalam sejarah perang Paderi. Hamka menilai, 
perang Paderi bukan perang antara kaum adat dengan kaum agama, 
namun sebagai perang kaum Agama bersemangat Wahabi melawan 
penjajah Belanda yang telah mempengaruhi sebagian kaum adat.
19
 
Periode kedua yaitu kembalinya keempat murid Syekh Ahmad 
Khatib dari Mekkah. Keempat murid tersebut terdiri dari Syekh 
Muhammad Jamil Jambek (Bukittinggi); Syekh Abdullah Ahmad 
(Padang Panjang kemudian pindah ke Padang); Syekh Muhammad 
Thayib Umar (Tanjung Sungayang); dan Syekh Abdul Karim Amrullah 
(Maninjau kemudian pindah ke Padang, pindah lagi ke Padang Panjang, 
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 Ibid, hlm. 9. 
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 Ibid, hlm. 14. 
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kembali ke Maninjau, dan meninggal di Jakarta).
20
 Pengaruh Islam 
sangat besar pada periode ini baik melalui tangannya sendiri atau tangan 
murid-muridnya. Beberapa perkembangan tersebut yaitu dikeluarkannya 
surat kabar Al Munir dan Al Akbar oleh Syekh Abdullah Ahmad (1911); 
didirikannya sekolah Adabiyah di Padang (1912); didirikannya sekolah 
agama di Padang Panjang oleh Zainudin Lubai (1916); didirikannya 
Sumatera Thawalib oleh Syekh Abdul Karim Amrullah (1918).
21
 
2. Adat dan Islam di Minangkabau 
Pengaruh Islam terhadap adat Minangkabau sangatlah kuat. 
Hamka menjelaskan “sejak permulaan abad ke semilan belas kehidupan 
Minang telah terpacu diantara adat dan syara’. Adapun ‘adat adalah bagai 
panas dalam belukar’ tetapi syara’ adalah ‘payung panji pelindung 
alam’”. 22 Masyarakat Minangkabau berupaya keras supaya agama dapat 
mempengaruhi adatnya.
23
 Karena itu timbul landasan hidup masyarakat 
Minangkabau yang disebut “tali berpilin tigo” yaitu adat, syara’ dan 
undang.
24
 Hal itu terlihat dalam pepatah Minang: adat bersandi syara’, 
syara’ bersandi kitabullah; syara’ mengata, adat memakai; syara’ 
bertelanjang, adat bersesamping; dan adat menurun, syara’ mendaki.25 
Adat bersandi syara’, syara’ bersandi kitabullah merupakan 
sendi baru yang muncul setelah Islam masuk ke Minangkabau. Amir 
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 Ibid, hlm. 152. 
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 Ibid, hlm. 15. 
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 Ibid, hlm. 80. 
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 Ibid, hlm. 84. 
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 Ibid, hlm. 87. 
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mengungkapan, sendi ini “...dihasilkan dari musyawarh di Bukit 
Marapalam di zaman Paderi...”.26 Sendi ini sebagai upaya membersihkan 
praktik-praktik agama dari unsur-unsur bid’ah.27 Secara kongkritnya, 
pemurnian ini dimulai dengan masuknya ajaran Wahabi dari Mekkah 
seiring kembalinya Haji Miskin, Haji Abdurrahman, dan haji  
Muhammad Arif. 
Sifat dasar adat Minangkabau sesuai pepatah adat yaitu “adat 
babuhue sintak, syarak babuhue mati”. Berdasarkan pepatah tersebut, 
ikatan adat dapat dibuka sebagai upaya untuk menerima perkembangan 
baru.
28
 Kelenturan tersebut diseuaikan dengan  empat tingkatan 
klasifikasi adat Minangkabau, yaitu adat nan sabana adat (adat yang 
sebenarnya adat), adat nan diadatkan (adat yang diadatkan), adat nan 
teradat (adat yang teradat), dan adat-istiadat.
29
 
Menurut Amir, Adat nan sabana adat  merupakan aturan pokok 
dan falsafah yang menjadi dasar kehidupan suku Minangkabau.
30
 Aturan 
dan falsafah ini berlaku turun temurun tidak terbatas oleh ruang, waktu, 
ataupun keadaan. Hal ini mengikat seluruh masyarakat Minangkabau 
baik di Luhak maupun di Rantau. Adat nan sabana adat meliputi sistem 
keturunan matrilineal, tata perkawinan eksogami, harta pusaka tinggi 
yang tidak boleh diperjualbelikan, dan falsafah alam takambang jadi 
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 Amir M.S., Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, 
(Jakarta Pusat: PT. Mutiara Sumber Widya, 1999), hlm. 123. 
27
 Ibid, hlm. 122. 
28
 Ibid, hlm. 75. 
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guru sebagai landasan pendidikan.
31
 Setelah masuk dan berkembangnya 
Islam di Minangkabau, ajaran-ajaran Islam dijadikan sebagai pedoman 
dalam pergaulan. Bukan berarti menyetarakan dengan adat, wahyu Allah 
SWT dijadikan sebagai pedoman tertinggi masyarakat Minangkabau.
32
 
Adat nan teradat ialah suatu aturan yang dirancang, dijalankan 
dan diteruskan oleh nenek moyang Minangkabau.
33
 Menurut Amir, adat 
ini dapat dirubah ataupun ditinggalkan dalam kehidupan masyarakat 
selama tidak menyalahi landasan berfikir masyarakat Minangkabu.
34
 
Landasan berfikir ini meliputi alue patuik (logika), anggo tanggo (tertib 
hukum), raso pareso (ijtihad), dan musyawarah mufakat.
35
 Adat ini 
menyangkut pengaturan tingkahlaku serta kebiasaan pribadi seperti cara 
berpakaian, cara makan dan minum, dll.
36
 Misalnya, perubahan dari 
memakai sarung berganti memakai celana ala Eropa, perubahan dari 
memakai sorban setelah pulang haji berganti mengenakan peci atau 
bahkan tanpa tutup kepala, dll.  
Adat nan diadatkan merupakan kebiasaan yang telah berlaku 
umum atau peraturan setempat yang dibuat dari permufakatan.
37
 
Kebiasaan normatif ini seharusnya diikuti oleh masyarakat, namun 
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 Hardi Putra Wirman, “Dinmika Perubahan Adat Salingka Nagari (Studi 
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adakalanya disepakati oleh ninik mamak pemangku adat.
38
 Sehinga 
peraturan ini berlaku hanya pada suatu nagari, meliputi tata cara, syarat, 
serta upacara pengangkatan penghulu maupaun uparaca perkawinan.
39
 
Adat ini sebagai pelaksanan adat nan teradat.
40
 
Klasifikasi terakhir yaitu adat-istiadat. Amir mengartikan, sebagai 
“aneka kelaziman dalam suatu nagari yang mengikuti pasang naik dan 
pasang surut situasi masyarakat”.41 Adat-istiadat ini sebagai perbuatan 
tiru-meniru seperti halnya pakaian orang: elok dipandang mata, terus 
meniru pakaian orang lain, sehingg menjadi kelaziman.
42
 Kelaziman ini 
menyangkut perwujudan unjuk rasa seni budaya masyarakat, adat sopan 
santun dan basa basi, serta tatakrama pergaulan.
43
 
3. Pakaian Masyarakat Minangkabau 
Setiap masyarakat adat tentu memiliki pakaian adat. Pakaian adat 
mencerminkan budaya yang ada dalam masyarakat tersebut. Begitu pula 
masyarakat Minangkabau memiliki pakaian adat tersendiri. Dalam hal 
ini, pakaian laki-laki dibedakan dengan pakaian wanita. 
Pakaian adat laki-laki dikenakan secara lengkap pada acara-acara 
khusus seperti upacara, pertemuan khusus, dll. Warna pakaian 
menunjukkan perannya dalam masyarakat. Penghulu mengenakan 
pakaian (baju dan celana) berwarna hitam, manti berpakaian warna ungu, 
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dubalang berakaian warna merah, dan malim berpakaian warna putih.
44
 
Celana yang digunakan berukuran besar. Pakaian ini dilengkapi dengan 
destar (tutup kepala atau hiasan kepala), sesampieng (sesamping), cawek 
(ikat pinggang), sandang, keris dan tungkek (tongkat).
45
 
Pakaian adat wanita disebut Limpapeh Rumah Nan Gadang. 
Pakaian ini mengindikasikan wanita sebagai tiang yang kokoh dalam 
rumah tangga (rumah gadang). Pakaian ini, menurut Fadli Lukman 
meliputi “kain panjang yang dipakaikan seperti sarung (kodek), baju yang 
longgar dan datar dari atas – bagian bawah belahan ketiak – hingga ujung 
bawah, dengan ukuran panjang hingga lutut”.46  Baju ini dilengkapi 
dengan minse (bis tepi baju dengan benang emas). Bawahan dikenakan 
dapat juga lambak atau sarung, digunakan untuk menutup bagian tertentu 
sehingga terlihat sopan.
47
 Di kepala dilengkapi dengan tingkuluek 
(tengkuluk). Pakaian ini dilengkapi selempang, dukueh (kalung), dan 
galang (gelang).
48
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Gambar 1 
Pakaian Adat Miangakabau
49
 
 
 
 
 
Masuknya Belanda ke tanah Minangkabau membawa pengaruh 
terhadap budaya masyarakat. Perlahan budaha masyarakat mengalami 
pergeseran ke arah budaya barat, khususnya dalam masalah pakaian. 
Masyarakat mulai mengenal baju lengan pendek, baju tanpa kerah, rok 
pendek, celana pendek, dll. Intensitas pergaulan kedua budaya akibatnya 
dapat merubah salah satu budaya, meskipun tidak secara keseluruhan. 
Masyarakat, utamanya wanita, mulai mengenakan blus pendek. Cara 
berpakaian seperti itu ditentang keras oleh Abdul Karim Amrullah. 
Menurutnya, dalam tulisannya Tjermin Terus, muslim yang mengenakan 
pakaian pendek seperti halnya pelacur.
50
 Namun sebagaian wanita 
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Muslim telah ditarik ke pada zaman kemajuan yang identik dengan 
pakaian Eropa.
51
 
Diakhir abad dua puluh, Hamka menggambarkan pakaian yang 
dikenakan masyarakat Minangkabau. Sarung menjadi pakaian umum 
laki-laki dan wanita. Namun sarung yang digunakan laki-laki telah 
berganti pantalon (celana panjang).
52
 Untuk wanita mengenakan baju 
berkurung panjang,
53
 selendang di kepala,
54
 adapun yang “sudah terlepas 
dari kepala, namun masih tersandang di bahu”55 dan memakai tekuluk, 
sehingga pakaian tersebut “secara adat di Batipuh dan Payakumbu, syah 
dibawa sembahyang, sebab aurat tertutup”56. 
Gambar 2 
Pakaian Masyarakat Minangkabu Menjelang  
Akhir Abad Ke Dua Puluh
57
 
 
Fatimah, anak sulung Dr. H. Abdul Karim Amrullah bersama suaminya 
A.R. Sutan Mansur dan Hamka. 
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Hamka bersama H. Yusuf Amrullah dan istrinya. 
Dewasa ini, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam 
Nomor 6 Tahun 2005, pakaian muslim dicirikan dalam pasal 4 sebagai 
berikut: 
a. Wanita: 
1) baju lengan panjang yang menutupi pinggul dan dada, tidak 
tembus pandang, dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk 
tubuh; 
2) rok panjang atau celana panjang sampai mata kaki dan tidak 
ketat; 
3) memakai kerudung yang menutupi rambut dan dada. 
b. Pria: 
1) celana panjang sampai mata kaki atau di bawah lutut dan 
tidak ketat; 
2) baju lengan panjang/lengan pendek. 
 
Sedangkan untuk masyarakat non muslim diharapkan untuk berpakaian 
yang pantas dan sopan (Pasal 3 [ayat] 3). Tidak dijelaskan secara 
terperinci indikator pakaian yang pantas dan sopan.  
68 
 
 
 
Perda tersebut merupakan Rancangan Peraturan Daerah 
(Raperda) DPRD Kabupaten Agam periode 2004-2009 yang disahkan 
oleh ketua DPRD beserta Bupati Kabupaten Agam.  
C. Konteks Politik Agam 
Kemunculan suatu Peraturan Daerah dilatari oleh penyusunnya. 
Karena itu, secara tidak langsung, politik sangat berperan penting dalam 
pembentukan dan pengesahan peraturan tersebut. 
Pergolakan dan perkembangan politik semakin pesat setelah 
lengsernya Soeharto sebagai Presiden. Pada periode Habibi yang cukup 
singkat, para politisi mendapatkan kebebasan dalam berpolitik. Perlahan 
bermunculan partai-partai politik baru. Kebebasan berpolitik menjadi bagian 
dari kebebasan bersuara dan berpendapat dalam demokrasi. Hal ini 
merupakan wujud nyata sila ke empat Pancasila. 
Di Kabupaten Agam, dilaksanakan pemilihan umum legislatif 
(DPRD) untuk pertama kalinya setelah Soeharto lengser yaitu pada tahun 
1999. Terdapat empat puluh delapan partai politik yang berperan serta dalam 
memperebutkan empat puluh kursi legislatif di DPRD Kabupaten Agam.
58
 
Namun hanya sepuluh partai politik yang mendapatkan kursi. Berikut partai 
politik dengan jumlah kursi yang didapatkan: Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP) sejumlah sembilan kursi; Partai Golongan Karya (Golkar) sejumlah 
tujuh kursi; Partai Demokrasi Indonesia (PDI), tiga kursi; Fraksi ABRI, 
empat kursi; Partai Bulan Bintang (PBB), tiga kursi; Partai Amanat Nasional 
                                                          
58
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(PAN), sepuluh kursi; Partai Keadilan, satu kursi; Partai Masyumi, satu kursi; 
Partai Keadilan dan Persatuan, satu kursi; dan Partai KAMMI, satu kursi.
59
 
Mayoritas partai yang mendapatkan kursi legislatif umumnya partai 
bersemangat Nasionalis-Islam.
60
 
Tahun 2000, melalui perwakilan anggota legislatif DPRD Kabupaten 
Agam, Aristo Munandar diangkat sebagai Bupati Kabupaten Agam periode 
tahun 2000-2005. Munandar didampingi oleh wakilnya Syafruddin Arifin. 
Munandar merupakan salah satu anggota partai Golongan Karya. Menjelang 
akhir kepemerintahannya, pada tahun 2004, diadakan kembali pemilihan 
umum legislatif DPRD Kabupaten Agam.  
Jumlah partai partisipan dalam pemilu legislatif tahun 2004 sejumlah 
dua puluh empat partai politik.
61
 Jumlah tersebut menurun dibandingkan 
tahun sebelumnya (1999). Dari empat puluh kursi yang tersedia, hanya tujuh 
partai politik yang berhak memilikinya, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP), tujuh kursi; Partai Golongan Karya (Golkar), sebelas kursi; Partai 
Bulan Bintang (PBB), lima kursi; Partai Amanat Nasional (PAN), delapan 
kursi; Partai Keadilan (PK), tujuh kursi; Partai Merdeka, satu kursi; dan PBR, 
satu kursi.
62
 Meskipun suara terbanyak diperoleh oleh partai Nasionalis-
Sekuler, namun mayoritas kursi (67,5 persen) dimiliki oleh partai Nasionalis-
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 Partai ini meliputi PPP, PBB, PAN, Partai Keadilan, Masyumi, dan KAMMI. 
61
 Seksi Integrasi Pengolahandan Diseminasi Statistik, Agam dalam Angka, 
2004 ..., hlm. 18-23. 
62
 Ibid, hlm. 30. 
70 
 
 
 
Islam.
63
 Pemilu tahun 2004 dilakukan untuk periode legeslatif tahun 2004-
2009. 
Selama periode ini, terdapat sekitar dua puluh delapan Peraturan 
Daerah yang telah dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Agam.
64
 Tahun 2005 
terdapat dua Peraturan Daerah bernuansa Syariah yang dikeluarkan, yaitu 
Perda Nomor 5 tentang Pandai Baca dan Tulis Huruf Al-Qur’an, dan Perda 
Nomor 6 tentang Berpakaian Muslim. Perda tersebut ditandatangani Aristo 
Munandar menjelang akhir periode kepemimpinannya sebagai Bupati Agam. 
Pemilihan umum kepala daerah (Bupati) Kabupaten Agam tahun 
2005, Aristo Munandar kembali berhasil menjadi Bupati terpilih untuk 
periode 2005-2010. Pada periode ini, hanya terdapat satu Peraturan Daerah 
bernuansa Syariah yang dikeluarkan yaitu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Zakat. 
Pemilihan umum anggota legislatif DPRD Kabupaten Agam 
selanjutnya dilaksanakan tahun 2009. Kali ini terdapat tiga puluh kursi 
legislatif yang diperebutkan. Lima partai yang berhasil memiliki kursi 
tersebut diantaranya: Partai Demokrat, sebelas kursi; Partai Bulan Bintang, 
empat kursi; Partai Amanat Nasional, enam kursi; Partai Golongan Karya 
(Golkar), lima kursi; Partai Keadilan Sejahtera (PKS), lima kursi; dan Partai 
Persatuan Pembanungan plus, enam kursi.
65
 Sama seperti pemilu sebelumnya, 
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partai Nasionalis-Sekuler memperoleh kursi terbanyak, namun partai 
Nasionalis-Islam masih mendominasi dari keseluruhan kursi. Partai 
Nasionalis-Islam memperoleh sekitar 56,76 persen dari seluruh jumlah 
kursi.
66
 Namun hal ini mengalami penurunan sekitar 10,74 persen dibanding 
pemilu sebelumnya dengan perolehan 67,5 persen. 
Tahun berikutnya (2010) dilakukan pemilihan umum kepala daerah 
(bupati) kabupaten Agam. Dalam pemilihan umum ini terdapat dua kali 
putaran. Salah satu calon bupati dan calon wakil bupati yang mengikuti 
putaran ke dua (22 September 2010) ialah pasangan Indra Catri dan Umar ST. 
Pasangan ini diusung dan didaftarkan oleh Partai Kesejahteraan Rakyat dan 
Partai Demokrat.
67
 Namu selanjutnya ditegaskan oleh Lazuardi Erman selaku 
Ketua Umum DPD II Partai Golkar Kabupaten Agam berkomitmen 
mengusung pasangan Indara Catri dan Umar ST sebagai calon bupati dan 
calon wakil bupati Kabupaten Agam periode 2010-2015.
68
 Kali ini, partai 
Golkar berkoalisi dengan PPP dan PPRN mengusung pasangan ini.
69
 Dengan 
demikian, pasangan Indra Catri dan Umar ST didukung oleh lima partai 
politik. 
Anggota legislatif DPRD Kabupaten Agam tahun ini dipilih dalam 
pemilihan umum legislatif tahun 2014 lalu. Terdapat sembilan partai politik 
yang memiliki empat puluh lima kursi DPRD Kabupaten Agam. Lebih 
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 Andrew dalam http://www.agammediacenter.com/2010/08/pemilu-kada-
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banyak dari jumlah partai politik sebelumnya. Partai tersebut meliputi: Partai 
Demokrat, sembilan kursi; Partai Golkar, tujuh kursi; PKS, enam kursi; PAN, 
enam kursi; PGIR, empat kursi; PND, empat kursi; PPP, empat kursi; Partai 
Hanura, tiga kursi; dan PBB, dua kursi.
70
 Partai Nasionalis-Sekuler 
mendominasi jumlah kursi sekitar 60 persen. Sedangkan partai Nasionalis-
Islam
71
 menurun hingga tinggal 40 persen. Untuk lebih jelasnyar perolehan 
kursi DPRD masing-masing partai politik tahun 1999-2014, lihat pada    
Tabel 3.  
Tabel 3 
Jumlah Perolehan Kursi Tiap Partai 
 
NAMA 
PARTAI 
TAHUN 
 1999 2004 2009 2014 
PPP 9 7 6 4 
Golkar 7 11 5 7 
PDI 3    
ABRI 4    
PBB 3 5 4 2 
PAN 10 8 6 6 
PK / PKS 1 7 5 6 
Masyumi 1    
PKP 1    
KAMMI 1    
Partai 
Merdeka 
 1   
Partai 
Demokrat 
  11 9 
PBR  1   
PGIR    4 
Partai 
NASDEM 
   4 
HANURA    3 
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Perolehan kursi partai Nasionalis-Islam sebagai anggota legislatif 
DPRD Kabupaten Agam pada tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014 mengalami 
fluktuasi. Berdasarkan persentase, flutkuasi yang dialami cukup signifikan. 
Secara urut, persentase perolehan kursi yaitu 62,5 persen; 67,5 persen; 56,68 
persen; dan 40 persen. Dari tahun 1999 ke tahun 2004 mengalami kenaikan 
sebesar 5 persen. Tahun 2004 ke tahun 2009 mengalami penurunan cukup 
besar yaitu 10,74 persen. Sedangkan tahun 2009 ke tahun 2014 juga 
mengalami penurunan paling besar, sekitar 16,68 persen. Dari data di atas, 
persentase perolehan kursi terbesar ialah tahun 2004. 
Pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Agam kembali 
dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Terdapat dua pasangan calon bupati dan 
wakil bupati, yaitu Irwan Fikri berpasangan dengan Chairunnas dan Indra 
Catri berpasangan dengan Trinda Farhan.
72
 Pasangan Irwan Fikri dan 
Chairunnas diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, 
dan Partai Hanura.
73
 Irwan Fikri mengungkapkan akan fokus pada 
permasalahan kemiskinan. Dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki 
Kabupaten Agam digambarkan akan mendatangkan keuntungan besar 
sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.
74
 Fikri juga mengungkapkan 
prioritas utamanya ialah kesejahteraan berdasarkan konsep Islam.
75
 
Sedangkan pasangan calon Indra Catri dan Trinda Farhan diusung oleh Partai 
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 Dikutip dari http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/42094/partai-
pengusung-irwan-fikri-ungguli-indra-catri (diakses tanggal 5 Juni 2017). 
73
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Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra.
76
 Pasangan ini selanjutnya 
mendapat dukungan dari Partai Golkar, PBB, dan Partai Perindo.
77
  Pasangan 
ini memiliki visi Berkeadilan, Inovasi, Sejahtera, dan Agamis.
78
 
Kedua pasangan calon mendapatkan suara yakni pasangan Indra Catri 
dan Trianda Farhan memperoleh 53,40 persen suara, sedangkan  pasangan 
Irwan Fikri dan Chairunas mendapatkan 46,60 persen suara.
79
 Keduanya 
memiliki selisih sekitar 6,8 persen suara. Sempat terjadi demo yang dilakukan 
oleh relawan pasangan Irwan Fikri dan Chairunnas selama tiga hari (15-17 
Desember 2015). Para relawan demonstran menuntut penjelasan dari KPU 
Kabupaten Agam atas sepuluh poin yang dinilai sebagai pelanggaran yaitu 
banyak Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak menerima formulir C6 atau surat 
undangan untuk memilih; pemilih tidak terdaftar pada DPT; penggabungan 
Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Tilatang Kamang tidak 
memberikan sosialisasi terhadap masyarakat; pemilih mencoblos dua kali; 
kotak suara tidak digembok; Aparatur Sipil Negara (ASN) pendukung 
pasangan Indra Catri dan Trianda Farhan menemui anggota KPU pada Sabtu, 
12 Desmber 2015 malam hari; pasangan Indra Catri dan Trianda Farhan 
mengadakan pertemuan dengan masyarakat pada minggu tenang; dan masih 
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terdapat mobil bergambar pasangan calon tersebut.
80
 Tidak adanya gugatan 
yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) serta atas keunggulan yang 
diperoleh pasangan Indra Catri dan Trianda Farhan, KPU Kabupaten Agam, 
pada 22 Desember 2015, menetapkan pasangan tersebut.
81
 
D. Konteks Perda Berpakaian Muslim 
Aturan tentan berpakaian muslim pada dasarnya diterapkan dalam dua 
bentuk, yaitu instruksi walikota/bupati dan dalam bentuk Peraturan Daerah 
yang disusun oleh DPRD kota/kabupaten.
82
 Agam termasuk yang 
menerapkan dalam bentuk peraturan daerah.
83
 Lebih lanjut, Yasrul Huda 
mengungkapkan alasan penerapan Perda Berpakaian Muslim di Minagnkabau 
sebagai berikut: 
First is article 29 of the constitution, which guarantees that every citizen 
may perform their religious teachings and beliefs. Second is the desire 
to implement the Islamic teaching that obligates Muslims to wear 
Islamic dress. Third is the desire to implement the adat rule that has 
fully adopted the Islamic teachings on this issue. Fourth is to maintain a 
social life that reflects the piousness of every Muslim.
84
 
 
Jaminan dalam pasal 29 UUD 1945 memberikan kebebasan masyarakat untuk 
memeluk agama dan kepercayaannya tanpa adanya tekanan, gangguan, 
ataupun larang dari pihak manapun. Pasal ini menjadi dasar utama 
perkembangan Perda bernuansa Agama. Keinginan untuk 
mengimplementasikan ajaran Islam mewajibkan Muslim untuk mengenakan 
busana Muslim. Hal itu juga dilakukan sebagai upaya penerapan aturan adat 
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yang telah mengadopsi ajaran Islam hampir keseluruhan. Pemeliharan 
terhadap kesalehan Muslim termasuk menjadi fokus penting sebagai alasan 
penetapan Perda tersebut. Alasan-alasan di atas, juga sebagai alasan Agam 
menerapkan Perda Berpakaian Muslim, kecuali implementasi adat.
85
 
Alasan Agam dapat di lihat darlam bagian konsideran Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2005 berikut ini: 
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang 
Dasar 1945, Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk 
beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing; 
b. bahwa sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan ajaran 
Agama Islam dalam berpakaian, diwajibkan menutup aurat; 
c. bahwa sesuai dengan Visi Kabupaten Agam yaitu “Agam Mandiri 
dan Berprestasi yang Madani” maka untuk terwujudnya suasana 
kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian yang 
Islami, beriman dan bertaqwa perlu diatur dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Agam.
86
 
Peraturan tersebut berlaku semenjak diundangkan dan diberitahukan kepada 
masyarakat Kabupaten Agam dengan Lembaran Daerah Kabupaten Agam. 
Masa sosialisasi dan penyesuaian terhadap peraturan tersebut dilakukan 
paling lambat satu tahun semenjak diundangkan. 
Secara umum, menurut Huda, tujuan penerapan aturan berpakaian 
muslim yaitu “to implement and maintain Islamic teachings regarding public 
life and to preserve the dress code according to adat rules”.87 Salah satu dari 
ke dua tuajun tersebut tertuang dalam pasal 2 “berpakaian muslim bertujuan 
untuk menutupi aurta sesuai dengan kaidah Islam dan menghindarkan diri 
dari perbuatan yang tercela”. 
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Awal tahun 2015, akhir periode pemerintahan Indra Carti, Pemerintah 
Kabupaten Agam menerapkan aturan berbusana muslim untuk Pegawa 
Negeri Sipil (PNS) setiap hari Kamis dan Jum’at. Busana muslim tersebut 
dikombinasi dengan pakaian adat Minangkabau.
88
 Namun Indra Carti hanya 
menyepesifikkan penjelasannya terhadap busana muslim laki-laki berupa baju 
putih, celana hitam, peci dan kain sarung ditaruh di pundak.
89
 Pada mulanya, 
pakaian ini dipakai di jajaran Kementrian Agama Kabupaten Agam. Berbeda 
dengan yang dilakukan oleh Aristo Munandar dengan menjadikan berpakaian 
muslim sebagai peraturan daerah, Indra Carti berpendapat lain. Menurutnya, 
kebijakan ini tidak perlu dijadikan suatu perda, namun lebih pada kesadaran 
dari PNS itu sendiri.
90
 Hal ini bertujuan supaya menghindari perilaku atau 
hal-hal yang tidak diinginkan bagi PNS, misalnya duduk di warung atau 
tempat lain.
91
 
Aturan tersebut didukung pula oleh Marga Indra Putra Ketua DPRD 
Kabupaten Agam. Menurutnya, aturan itu mencerminkan upaya kembali ke 
Nagari atau Daerah serta sebagai implementasi visi Kabupaten Agam yaitu 
Agam mandiri berprestasi dan madani.
92
 Ia juga berharap supaya aturan 
tersebut merupakan program yang berkelanjutan. Pakaian tersebut juga 
digunakan ketika berkunjung ke daerah lain sehingga menunjukkan ciri khas 
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Kabupaten Agam. Dengan demikian diharpkan menjadi daya tarik terhadap 
wisatawan domestik maupun mancanegara. 
Tahun 2016, pemerintah Kabupaten Agam mengeluarkan kebijakan 
untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berpakaian muslim selama 
Ramadhan.
93
 Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Agam, 
“selama puasa pegawai perempuan menggunakan pakaian busana muslimah, 
pegawai laki-laki menggunakan pakaian koko dan celana gelap. Khusus pada 
Jumat, pegawai laki-laki diwajibkan memakai baju sulaman khas daerah 
berwarna putih”.94 Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan Instruksi Bupati 
Agam Nomor: 800/02/BKD-2016 tentang pelaksanaan jam kerja dan pakaian 
dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam selama bulan Ramadhan. 
Seragam tersebut dikenakan kecuali oleh Satuan Polisi Pamong Praja, petugas 
pemadam kebakaran, petugas medis, paramedis dan perhubungan.
95
 
Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap umat 
Muslim dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan.
96
 Dengan kebijakan itu 
diharapkan dapat mempertegas suasana ibada puasa saat melayani masyarakat 
serta terciptanya toleransi.
97
 Hal tersebut dinilai pula sebagai aktualisasi visi 
Kabupaten Agam. 
Penerapan perda berpakaian muslim memunculkan opini tersendiri 
dari masyarakat non-Muslim. Tanggapan tersebut dapat dikelompokkan atas 
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dua kelompok yaitu menerima dan tidak menerima. Huda menyebutnya 
dengan kelompok happy dan unhappy.
98
 Bagi kelompok happy, 
keberterimaan mereka dilandasi rasa bangga pada dirinya untuk menunjukkan 
di muka umum bahwa mereka bukan Muslim. Begitu pula mereka merasa 
tertantang dan termotivasi untuk berkompetisi dengan sesama teman maupun 
rekan kerja untuk menciptakan prestasi yang lebih baik di banding yang 
mengenakan pakaian Muslim dalam lingkungan sekolah ataupun tempat 
kerja. Hal tersebut merupakan upaya menerapkan nilai-nilai ajaran agama 
mereke. Selanjutnya Huda menjelaskan kelompok unhappy. Masyarakat dari 
kelompok ini khawatir dan takut jika tidak mengenakan pakaian Muslim 
“they will receive different treatment of may be discriminated against by their 
colleagues or teachers”.99 Namun mereka tidak melakukan tindakan atas 
ketidak berterimaan mereka. 
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BAB IV 
RELEVANSI PERDA BERPAKAIAN MUSLIM 
DENGAN FIKIH KEBINEKAAN 
 
A. Multikulturalisme Masyarakat dan Pluralisme Baragama di Agam 
1. Multikulturalisme Masyarakat Agam 
Kebinekaan menjadi salah satu pilar berdirinya Negara Indonesia. 
Kata “bhinneka” menjadi semboyan untuk mempersatukan bangsa. 
“Bhinneka Tunggal Ika” berbeda-beda tetapi tetap satu. Perbedaan 
tersebut menimbulkan masyarakat majemuk, plural dan multikultural. 
Multikultural dan plural ini umum diidentikkan dengan majemuk. 
Namun, penulis menempatkan multikuturalisme (paham multikutural) 
berbeda dengan pluralisme (paham pluralitas). 
Multikulturalisme digunakan sebagai konsep dalam mempelajari 
budaya masyarakat Agam, khususnya berpakaian. Menurut M. Quraish 
Shihab, pakaian merupakan “produk budaya sekaligus tuntunan agama 
dan moral”.1 Karena itu muncul pakaian tradisional, pekaian resmi untuk 
profesi dan perayaan tertentu, juga pakaian untuk beribadah. Berpakaian 
merupakan kebutuhan individu terhadap dirinya sendiri. Di Agam, 
terdapat tiga jenis budaya yang mempengaruhi bentuk pakaian yaitu 
budaya adat Minangkabau, budaya Islam, dan budaya Barat. 
Pertama, budaya adat Minangkabau. Pakaian adat Minangkabau 
terbagai atas dua bagian yaitu bagian pokok dan bagian pelengkap 
(perhiasan). Bagian pokok menjadi bagian utama yang dikenakan dalam 
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berpakaian. Bagian ini meliputi penutup badan (baju dan sarung) serta 
penutup kepala. Tutup kepala laki-laki dan wanita berbeda bentuk dan 
namanya. Tutup kepala laki-laki bernama destar, sedangkan tutup kepala 
wanita bernama tingkulek. Bagian utama inilah yang menutupi dan 
melindungi tubuh dari bahaya luar (terik matahari, debu, dan benda yang 
membahayakkan tubuh). Sedangkan bagaian pelengkap berupa perhiasan 
jika tidak ada pun tidak mengurangi fungsi pakaian. Meskipun demikian, 
pakain adat memiliki filosofi atas masing-masing bagian. 
Kedua, budaya Islam. pakaian dari budaya ini condong pada 
budaya Timur Tengah tempat Islam diturunkan dan disebarkan. Pakian 
ini dicirikan dengan menutup seluruh bagian tubuh, utamanya wanita. 
Meskipun pada mulanya, pakaian tertutup ini bukan berasal dari Timur 
Tengah (Arab).
2
 Fungsi pakaian dalam Islam meliputi: menutup aurat
3
 
dan sebagai hiasan bagi pemakainya; untuk memelihara dan menjaga 
manusia dari sengatan panas dan dingin serta membentengi dari hal yang 
mengganggu ketentraman dan kenyamanan; dan sebagai pembeda antara 
orang satu dengan lainnya baik dalam sifat maupun profesinya.
4
 Pakaian 
ini umunya terdiri dari bagian pokok saja yaitu penutup badan (gamis) 
dan penutup kepala. Penutup kepala laki-laki berbeda pula dengan 
perempuan. Penutup kepala laki-laki (seperti yang telah dikemukakan 
Hamka di atas) berupa surban, sedangkan penutup kepala wanita disebut 
                                                          
2 Ibid,  hlm. 40-41. 
3 Aurat merupakan bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh 
kelihatan kecuali dalam keadaan tertentu misalnya mendesak ataupun darurat. Lihat M. 
Quraish Shihab, Ibid, 58. 
4Ibid,  hlm. 50-52. 
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jilbab (menutupi seluruh kepala, leher maupun bagian dada). Esensi 
pakaian ini digunakan sebagai standarisasi pakaian Islam yang sering 
disebut “busana muslim”. Standarisasi ini pula yang sebagian digunakan 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005 sebagai 
standarisasi wajib pakaian masyarakat Muslim di Agam. 
Standarisasi yang digunakan dalam peraturan di atas sedikit 
banyak terpengaruh oleh budaya Barat. Menuru Shihab, “ di dunia Barat 
unsur keindahn dinomorsatukan, dan unsur moral – kalu pun seandainya 
mereka pertimbangkan – maka tidak jarang telah mengalami perubahan 
yang sangat jauh dari tuntutan moral agama”.5 Dari segi bentuk 
diantaranya celana, rok, dll baik berukuran panjang ataupun pendek. 
Sedangkan dari segi bahan misalnya kain jenis jeans, kain jenis kaos, dll. 
Dari segi bentuk tersebut (celana dan rok) berhasil mengintervensi 
standar pakaian di dalam Perda di atas. 
Melihat perbedaan budaya di atas, perlu saling menghargai antara 
masyarakat masing-masing budaya. Dalam masyarakat multikultural, 
menurut Parsudi Suparlan
6
, perlu adanya penekanan atas pengakuan dan 
penghargaan terhadap kesederajatan perbeadan. Budaya-budaya yang ada 
harus dipandang sederajat. Ketiganya memiliki posisi yang sama, sama-
sama sebagai suatu budaya. Penghargaan terhadapnya harus seimbang 
atara satu dengan yang lain. Penghargaan tersebut berupa saling 
menghormati dan toleransi antara masyarakat budaya. Klaim terhadap 
                                                          
5 Ibid, hlm. 39. 
6 Prasudi Suparlan, “Masyarakat Majemuk ..., Ibid. hlm. 3. 
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budaya sendiri lebih baik dibanding budaya lain merupakan pola pikir 
lama yang tidak relevan dengan keragaman. Hal itu hanya akan 
menimbulkan persaingan dan perpecahan antara masyarakat budaya. 
Seiring berkembangnya Islam di tanah Minangkabau, budaya 
Islam (busana muslim) turut mempengaruhi budaya masyarakat adat 
Minangkabau. Meskipun seakan bertentangan diantara kedua budaya, 
namun tidak terjadi persaingan dan saling mengalahkan satu sama lain. 
Keduanya justur saling mempengaruhi satu sama lain, mengambil bagian 
masing-masing dalam bentuk pakaian. Akibatnya timbul budaya baru, 
paduan antara keduanya (Islam-Minangkabau). Ciri budaya baru ini lebih 
jelas terlihat pada budaya pakaian wanita. Budaya pakaian adat 
Minangkabau terlihat pada baju kurung panjang (longgar dan tipis) dan 
sarung yang digunakan untuk menutupi tubuh. Sedangkan budaya 
pakaian Islam terlihat pada kerudung yang digunakan untuk menutup 
kepala, rambut, leher, hingga sebagian dada. Baju kurung yang mulanya 
tipis, supaya tidak transparan, dibuat sedikit tebal. Budaya pakaian baru 
ini muncul pada akhir abad ke dua puluh.  
2. Pluralisme Beragama 
Keberagaman agama yang dianut masyarakat Agam, seperti yang 
disebutkan pada bab sebelumnya, menunjukkan pluralitas agama. 
Diperlukan pemahaman terhadap pluralistas tersebut dengan penerapan 
konsep pluralisme. Mohamed Fathi Osman menekankan, pliraku 
toleransi berupa hidup berdampingan diantara perbedaan. Terdapat dua 
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lingkup dalam memahami pluralisme. Seperti disebutkan Nurcholis 
Madjid, pluralisme diklasifikasikan atas pluralisme ke dalam (intra umat 
Islam) dan pluralisme ke luar (antar umat beragama).  
Pluralisme ke dalam (sesama umat Islam). Dalam sejarah Islam di 
Minangkabau, terdapat beberapa aliran keagamaan yaitu Syiah dan Sunni 
(diwakili oleh Wahabi) sebagai sesama umat Islam. Namun kedatangan 
Wahabi tidak menunjukkan semangat pluralisme. Selain ingin 
memurnikan ajaran Islam dari perbuatan syirik dan menyimpang dari 
ajaran Islam, kedatangan Wahabi juga untuk melanjutkan perseteruan 
dengan Syiah. 
Pluralisme ke luar (antar umat beragama). Pasal 29 ayat (1) 
Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Jamina tersebut 
memberi kebebasan kepada tiap orang (WNI maupun WNA) dalam 
wilayah hukum Indonesia untuk beragama sesuai yang diyakini. 
Pluralisme jenis ini hampir mutlak adanya di setiap daerah termasuk 
Agam. Pluralitas agama yang terdapat di Agam, perlu disikapi dengan 
perilaku toleransi sehingga dapat berdampingan dan harmonis. Hal 
tersebut sebagai upaya untuk menghindarkan dari konflik antar agama. 
Penilaian pluralisme berdasarkan sifat sesuai yang dikemukakan 
Kuntowijoyo, pluralisme agama di Agam mengarah kepada pluralisme 
positif. Masyarakat Agam mengakui adanya perbedaan agama, namun 
tetap memegang teguh agama masing-masing. Terlihat dari stagnasi 
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jumlah pemeluk pada beberapa agama, menunjukkan minim sekali 
perpindahan agama yang terjadi di Agam. Pada tahun 2007 terjadi 
penurunan signifikan pada agama Islam, Kristen, dan Lainnya tanpa 
diimbangi kenaikan yang berarti pada agama Hindu dan Budha. 
Mayoritas pemeluk agama berpegang teguh pada agama masing-masing. 
Hemat penulis, pluralisme agama di Agam berjalan dengan positif 
terhadap perbedaan agama. Tidak adanya konflik berarti yang terjadi di 
Agam, menunjukkan keharmonisan anatar umat beragama. Keberadaan 
agama mayoritas (Islam) yang mendominasi di Agam, berlaku toleran 
terhadap keberadaan agama-agama minoritas lainnya. Tidak adanya 
penyerangan fisik secara berarti diantara masyarakat mayoritas terhada 
minoritas ataupun sebaliknya, menunjukkan keharmonisan dan saling 
mernghormati perbedaan. 
Untuk melihat keterkaitan multikulturalisme dan pluralisme 
masyarakat Agam, dapat dilihat pada sekema berikut: 
Gambar 3 
Keterkaitan Multikuturalisme dan Pluralisme Masyarakat Agam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multikuturalisme 
Budaya Islam 
Budaya adat 
Minangkabu 
Budaya barat 
Islam 
Hindu, Budha, 
Animisme, dll 
Kristen 
Pluralisme 
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B. Perda Berpakaian Muslim dalam Konteks Politik 
Hubungan Islam dengan Negara (Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Daerah), masih berseberangan hingga kini. Kelompok-kelompok 
Islam konservatif-ekskluif tidak puas akan sistem yang diterapkan di 
Indonesia. Upaya Islamisasi Negara terus dilakukan. Gerakan kelompok ini 
dapat dilihat dari gerakan Darul Islam dengan NII dan TII yang dibentuknya. 
Kelompok ini menginginkan Negara secara keseluruhan aspek berdasar pada 
Islam. 
Sedikit berbeda dengan kelompok di atas, sebagian kelompok Islam 
fundamentalis. Kelompok ini sedikit lebih toleran. Negara Islam bukan 
menjadi prioritas dan cita-cita utama. Namun kelompok ini berupaya 
menerapkan sistem Islam dalam sistem Negara. Baik itu sistem pemerintahan, 
sistem hukum, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pendidikan, dll. 
Kelompok ini cukup toleran terhadap keberadaan kelompok agama lain. 
Kelompok terakhir ialah kelompok Islam progresif-sekuler. 
Kelompok ini sangat toleran tarhadap agama lain. Tidak ada upaya untuk 
penerapan Islam dalam berbagai hal yang berkaitan dengan negara. 
Kelompok ini menilai sistem yang diterapkan di Indonesia telah mengandung 
unsur-unsur Islam. Karena itu, kelompok ini menerima Pancasila sebaga 
dasar Negara dan Demokrasi sebagai sistem Negara. 
Terdapat dua pendekatan yang dilakukan dalam menerapkan Islam 
sebagai Negara ataupun menerapkan Islam sebagai sistem Negara. 
Pendekatan ini meliputi pendekatan dengan kekerasan dan pendekatan 
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dengan politik-struktural. Pendekatan dengan kekerasan dilakukan dengan 
melakukan penyerangan terhadap kelompok agama lain seperti tindakan 
pengeboman, pembakaran tempat ibadah agama lain, dsb. Pendekatan ini 
umumnya dilakukan oleh kelompok Islam konservatif-eksklusif. 
Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan politik-strukturual. Denny 
Indra membagi pendekatan ini atas tiga fase, yaitu: fase konstitusionalisasi 
syariat Islam, formalisasi Islam di tingkat undang-undang, dan pengadopsian 
syariat Islam ke dalam Peraturan Daerah.
7
 Salah satu daerah yang 
mengadopsi syariat Islam ialah kabupaten Agam. Perda bernuansa syariah 
yang dikeluarkan meliputi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang 
Pandai Baca Tulis Al-Qur’an, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 
Tentang Berpakaian Muslim, dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 
Tentang Pengelolaan Zakat. Indra menilai gejala tersebut sebagai strategi 
penyebaran syariat Islam dari aturan-aturan lokal, bukan dari jantung-pusat 
hukum.
8
 
Legalisasi hukum Islam kedalam hukum positif, menurut Bachtiar 
Effendy, sebagai wujud akomodasi yang dilakukan pemerintah terhadap 
hubungan Islam dan Negara.
9
 Hal itu dilakukan sebagai upaya 
mempertahankan jabatan dengan mengambil hati umat Islam untuk pemilu 
yang akan datang; upaya memperoleh legitimasi kultural dan politik.
10
 Denny 
Indra juga mengungkapkan hal yang sama, legalisasi hukum Islam sebagai 
                                                          
7 Denny Indrayana, Negara Antara Ada dan Tiada ..., hlm. 51-54. 
8 Ibid, hlm. 57. 
9 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: ..., hlm. 278-303. 
10 Ibid, hlm. 310-318. 
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alat untuk meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemda 
dan DPRD serta sebagai sarana bagi investasi politik para bupati maupun 
partai politik dalam menghadapi peilihan kepala daerah.
11
 Penerapan perda 
syariah umumnya diterapkan oleh politisi yang berafiliasi dengan partai 
Nasionalis-Sekuler.
12
 Lantas bagaimana penerapan Perda Syariah di Agam? 
Pemilihan Umum DPRD Agam yang dilakukan setelah lengsernya 
Orde Baru terjadi empat kali yaitu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. 
Perolehan kursi DPRD oleh partai Islam mengalami fluktuasi. Diantara empat 
pemilihan umum tersebut, partai Islam mendapatkan kursi tertinggi pada 
tahun 2004. Artinya partai Nasionalis-Isla mendominasi suara dalam DPRD 
selama periode 2004-2009. Perda Berpakaian Muslim dan dua perda syariah 
lainnya dikeluarkan pada periode ini. 
Menurut hemat penulis, Perda tersebut sebatas pada upaya 
pengakomodasian yang dilakukan pemerintah terhadap hubungan Agama dan 
Negara. Dari data yang telah penulis himpun tidak menunjukkan adanya 
upaya untuk meraih suara. Jumlah pemilih pada pemilu DPRD berikutnya 
tidak bertambah semenjak dikeluarkannya perda ini. Justru faktanya, pada 
pemilu tahun 2009, jumlah suara terhadap partai Islam mengalami penurunan. 
Jika untuk memperoleh kepercayaan dan meraih hati masyarakat, maka 
dimungkinkan mengelurakan kembali perda syariah pada periode berikutnya. 
Karena meskipun telah mengalami penurunan, partai Islam masih 
mendominasi kursi di DPRD. 
                                                          
11 Denny Indrayana, Negara Antara Ada dan Tiada ..., hlm. 66. 
12 Michael Buehler, “Partainya Sekuler, Aturannya Syariah” ..., hlm. 75. 
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Tahun 2005, diselenggarakan pemilihan kepala daerah untuk yang 
pertama kali. Pemilu ini berdasarkan  pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 Tentang Pemerintah Derah. Selanjutnya Undang-Undang ini mengalami 
perubahan terakhir tahun 2014. Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, masa jabatan kepala 
daerah ialah lima tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat 
dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Berlandaskan pasal tersebut, 
Aristo Munandar mencalonkan diri dan terpilih kembali menjadi bupati 
Agam periode 2005-2010.  Pada pemilu ini, Munandar didukung oleh Partai 
Bulan Bintang dan Partai Merdeka. Namun Munandar tidak konsisten dengan 
partai Nasionalis_Islam. Faktanya pada pemilu Gubernur Sumatera Barat 
tahun 2010, Munandar diusung oleh partai Golkar. Hingga saat ini,  
Munandar merupan salah satu anggota Partai Golongan Karya (Golkar). 
Perda Berpakaian muslim ini merupakan Peda yang bersifat idealis, 
sehingga tidak dapat diterapkan secara masksimal. Terlihat dalam upaya 
Indra Catri tahun 2015 memberikan perintah penerapan aturan berbusana 
muslim untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Catri mengelurakan perintah 
tersebut di awal tahun 2015 bertepatan di akhir periode pemerintahannya. 
Menghadapi pemilihan umum pada Desember 2015, Indra Catri 
mencoba menerapkan strategi yang sama seperti yang diterapkan Aristo 
Munandar. Namun kali ini dalam bentuk Instruksi, bukan Perda. Selain 
karena telah ada Perda yang mengatur keharusan berpakaian/berbusana 
muslim, pada masa itu, kursi anggota DPRD telah didominasi oleh partai 
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Nasionalis-Sekuler. Hal itu menjadi salah satu hambatan untuknya. 
Menskipun Carti diusung oleh partai Islam (partai PKS), namun tidak 
memiliki pendukung dalam penyusunan draf Perda Syariah. 
Meskipun cara yang digunakan mirip dengan cara Aristo Munandar, 
namun cara Indra Carti kali ini lebih totalitas. Dalam perintahnya untuk 
mengenakan busana muslim yang dikombinasi pakaian adat, Carti berusaha 
menyentuh dua unsur masyarakat sekaligus. Yaitu unsur Agama dan Adat. 
Kedua unsur tersebut sangat penting dalam masyarakat Minangkabau. 
C. Relevansi Perda Berpakaian Muslim dalam Fikih Kebinekaan  
Sebagai upaya dalam mehami pluralisme dalam Perda Berpakaian 
Muslim, perlu dilihat dengan dua sudat pandang yaitu secara eksplisit dan 
implisit. 
Pluralisme dalam Perda Berpakaian Muslim secara eksplisit 
Melihat pluralism agama dalam perda Berpakaian Muslim secara eksplisit 
dapat dilihat dalam pasal 3 Perda Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005, 
berbunyi: 
(1) Setiap pegawai dan peserta didik muslim wajib berpakaian muslim 
dalam melaksanakan tugas atau pada waktu mengikuti kegiatan 
sekolah. 
(2) Setiap masyarakat muslim waji untuk berpakaian muslim dalam 
melakukan kegiatan sehari-hari dan pada acara resmi. 
(3) Bagi masyarakat non muslim diharapkan untuk berpakaian yang 
pantas dan sopan dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan pada 
acara resmi. 
(4) Ketentuan memakai pakaian muslim pada acara resmi sebagaimana 
dimaksud ayat (2) dapat menyesuaikan dengan ketentuan acara. 
Pasal ini secara jelas mengakui keberadaan non Muslim sebagai masyarakat 
Agam. Karena itu, non Muslim juga turut diatur dalam aturan ini. Meskipun 
91 
 
 
 
masih bersifat umum, aturan yang terapkan (ayat [3]) sangat jelas ditujukan 
kepada masyarakat non muslim. Namun aturan ini sebatas pada pengakuan. 
Karena secara teks tidak menyebutkan parameter pakaian pantas dan sopan  
seperti halnya parameter busana muslim. 
Pakaian sopan ialah pakaian yang tidak ketat, tidak tipis, atau tidak 
terbuka dalam bentuk apapun.
13
 Karena itu disarankan untuk menghindari 
celana dan rok yang sangat pendek (mini), kemeja yang tidak menutupi perut, 
serta pakaian yang tidak menutupi bahu maupun potongan rendah di depan 
atau di belakang.
14
 Demikian ajaran dalam agama Kristen mengategorikan 
pakaian sopan. 
Pluralisme dalam Perda Berpakaian Muslim secara implisit 
Melihat hal implisit dari Perda Berpakaian Muslim maka perlu 
melihat konsideran dan tujuan dari perda tersebut. Bagian konsideran 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 yaitu:
 15
 
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang 
Dasar 1945, Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk 
beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing; 
b. bahwa sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan ajaran 
Agama Islam dalam berpakaian, diwajibkan menutup aurat; 
c. bahwa sesuai dengan Visi Kabupaten Agam yaitu “Agam Mandiri 
dan Berprestasi yang Madani” maka untuk terwujudnya suasana 
kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian yang 
Islami, beriman dan bertaqwa perlu diatur dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Agam. 
                                                          
13 Tp., Untuk Kekuatan Remaja, (Salt Lake Citiy, Utah: Gereja Yesus Kristus dari Orang-
Orang Suci Zaman Akhir, 2011), hlm. 7. 
14 Ibid. 
15 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Agam Tahun 2005 Nomor 6). 
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Untuk melihat segi implisit perda ini, perlu perbandingan dengan konsidran 
dalam Perda yang sama dari daerah lain. Misalnya Perda Kabupaten Pesisir 
Selatan No. 4 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah 
Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:
16
 
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang 
dasar 1945, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu.  
b.  bahwa menutup aurat  di dalam Islam hukumnya wajib baik di 
dalam ibadah yang bersifat mahdah (khusus) maupun yang bersifat 
ammah (umum). 
c.  bahwa sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan ajaran agama 
islam tercermin dari pakaian yang dipakai dalam kehidupan sehari-
hari. 
d. bahwa sesuai  dengan kondisi  yang ada terhadap pakaian yang 
dipakai  umat  islam sebagian besar  tidak lagi  mencerminkan nilai  
agama dan budaya serta adat  dalam minangkabau. 
e. bahwa  untuk  mewujudkan  suasana  kehidupan  masyarakat  yang  
mencerminkan kepribadian muslim dan muslimah di  masyarakat  
Kabupaten Pesisir  Selatan maka, dipandang  perlu  ditetapkan  
Peraturan  Daerah  tentang  Berpakaian  Muslim  dan Muslimah. 
Kedua Perda di atas menunjukkan perbedaan yang cukup kontras. 
Perda Agam berupaya menerapkan syariat Islam di dalam masyarakat. Perad 
ini menafikan keberadaan adat yang telah mengakomodasi nilai-nilai Islam 
(adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah). Secara tidak langsung, 
Perda ini menunjukkan tidak adanya hubungan adat dengan agama. Karena 
itu, penerapan  syariat Islam perlu dilakukan. Hal ini berbeda dengan Perda 
Pesisir Selatan. Perda Pesisir Selatan tidak hanya berupaya menerapkan 
syariat Islam, tetapi juga menerapkan adat. Demikian terlihat bahwa Islam 
                                                          
16
 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2005 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 Nomor 14 Seri E 2). 
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telah menyatu dengan adat sehingga dua hal yang berbeda dapat diterapkan 
secara bersamaan dalam objek yang sama.  
Selain dalam konsideran, hal implisit dalam Perda Berpakaian Muslim 
dapat dilihat dari tujuan pembentukan dan penerapan perda. Secara umum, 
menurut Huda, tujuan penerapan aturan berpakaian muslim yaitu “to 
implement and maintain Islamic teachings regarding public life and to 
preserve the dress code according to adat rules”.17 Salah satu dari ke dua 
tuajun tersebut tertuang dalam pasal 2 “berpakaian muslim bertujuan untuk 
menutupi aurta sesuai dengan kaidah Islam dan menghindarkan diri dari 
perbuatan yang tercela”. Berbeda dengan Perda Kabupaten Pesisir Selatan 
No. 4 Tahun 2005, dengan tujuan (pasal 3): 
(1) Membentuk sikap sebagai seseorang Muslim dan Muslimah yang 
baik dan beraklak mulia 
(2) Membiasakan dari berpakaian Muslim dan Muslimah dalam 
kehidupan sehari-hari dan demi siarnya agama Islam 
(3) Menciptakan masyarakat yang mencintai budaya Islam dan budaya 
Minangkabau 
(4) Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau sesuai 
dengan pitua “Syarak Mangato Adat Memakai” 
Begitu pula tujuan dalam Perda ini (pasal 4) “berpakaian Muslim dan 
Muslimah adalah untuk menjaga kehormatan dan sebagai identitas diri umat 
Islam serta budaya adat Minangkabau”. 
Tujuan dalam Perda Agam sebatas pada ranah agama dan moral. 
Perda ini berupaya menerapkan syariat Islam dalam masyarakat serta 
perbaikan moral. Berbeda dengan Perda Pesisir Selatan, selain berupaya 
menerapkan syariat Islam dan perbaikan moral, perda ini juga berupaya 
                                                          
17 Yasrul Huda, “Contesting Sharia:…, hlm. 123. 
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menerapkan dan melestarikan adat dan budaya. Agama dan moral merupakan 
kesatuan yang umum. Karena pada dasarnya, moral juga diatur dalam agama. 
Berbeda halnya dengan adat/budaya. Unsur ini sulit disatukan dengan agama, 
bahkan sebagian mengalami benturan. Namun Perda Pesisir Selatan 
menegaskan bahwa agama dan adat telah menjadi suatu kesatuan yang saling 
melengkapi. Berikut sekema perbandingan antara dua Perda di atas: 
 
 
   
Melihat konsideran dan tujuan dari kedua perda tersebut, secara jelas 
terlihat bahwa penerapan perda tersebut sebagai upaya penerapan syariat 
Islam. Utamanya Perda Berpakaian Muslim di Agam. Perda ini menunjukkan 
pembawaan hal privat (berpakaian) kepada ranah publik (masyarakat). Hal 
ini, secara implisit menunjukkan bahwa penerapan Perda Berpakaian Muslim 
tidak mengakui adanya pluralisme agama. Karena yang diterapkan hanyalah 
AGAMA MORAL 
AGAMA 
MORAL ADAT 
Perda Agam 
Perda Pesisir Selatan 
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syariat Islam, tidak termasuk syariat agama lain. Penyebutan kata “Muslim” 
dalam perihal Perda ini mempertegas pemisah antara Muslim sebagai 
mayoritas dan non Muslim sebagai minoritas. 
Tiga hal yang menjadi fokus Fikih Kebinekaan yaitu keterbukaan 
konsep ummah, hubungan mayoritas dan minoritas, serta kepemimpinan 
dalam masyarakat majemuk. 
Pertama, keterbukaan konsep ummah. Konsep ummah dipahami 
dengan pendekatan teori inklusif dan teori eksklusif. Muhammad Latif Fauzi 
mengungkapkan “penggunaan istilah ummat dapat bersifat khusus, yaitu para 
penganut agama dan nabi tertentu, dan dapat pula bersifat umum, yaitu setiap 
generasi manusia adalah umat yang satu tanpa batasan agama”.18 Lebih lanjut 
Fauzi menjelaskan, dalam piagam Madinah terdapat dua konsep ummah yaitu 
pada pasal 1 bersifat eksklusif, sedangkan pada pasal 25-35 bersifat terbuka 
(inklusif).
19
 
Ummah secara inklusif bersifat kompleks, terdiri dari berbagai 
komunitas dengan perbedaan, dengan membentuk kontrak sehingga saling 
berdampingan. Ummah secara inklusif terdiri dari satu identitas atau 
kelompok tertentu. Dalam masyarakat multikultur dan plural maka konsep 
ummah secara inklusif dapat diterapkan dalam masyarakat. Seperti dalam 
masyarakat Agam, terdiri dari beberpa budaya dan agama. Untuk 
melaksanakannya, perlu didasari rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi 
                                                          
18 Muhammad Latif Fauzi, “Konsep Negara dalam Perspektif Piagam Madinah 
dan Piagam Jakarta”, Al-Mawardi, Edisi XIII, 2005, hlm. 92. 
19 Ibid, hlm. 92-93. 
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dalam masyarakat. Namun konsep ummah yang tercermin di dalam Perda 
Berpakaian Muslim tersebut ialah konsep ummah secara eksklusif. 
Kemaslahatan masyarakat agama Islam dipandang lebih penting 
dibandingkan dengan agama-agama lain di Agam. 
Kedua, hubungan mayoritas dan minoritas. Konsep utama dalam 
hubungan ini ialah pluralisme. Hubungan mayoritas dan minoritas di Agam 
menunjukkan pluralisme agama yang positif. Agama mayoritas mengakui dan 
memberikan pengayoman terhadap agama minoritas. Hal itu terlihat dari 
keminiman kekerasan antar agama. Tetapi, keberadaan Perda Berpakaian 
Muslim justru menimbulkan sekterianitas antara mayoritas dengan minoritas, 
Hal itu menimbulkan diskriminatif agama mayoritas (Islam) terhadap hak-hak 
masyarakat agama minoritas. 
Ketiga, kepemimpinan dalam masyarakat majemuk. Dalam konsep ini 
ditekankan dialog dalam multikuturalisme. Diperlukan penyatuan dalam 
konsep “bhinneka tunggal ika” untuk menyatukan berbagai budaya yang ada 
di Indonesia. Budaya dinilai sebagai pondasi dasar dari kemajuan bangsa. 
Dalam keragaman budaya ini, Indonesia dituntut berdiri tegak di atas bentuk 
republik. Demokrasi dalam negara republik dapat menjamin integrasi sosial. 
Karena itu demokrasi perlu ditegakkan untuk menjamin hak-hak individu 
serta kesetaraan hak atar kelompok sehingga dapat berdampingan dengan 
baik. Namun keberadaan Perda Berpakaian Muslim justru meruntuhkan 
demokrasi dengan membatasi hak-hak pemeluk agama lain. 
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Dari ketiga konsep utama dalam fikih kebinekaan, sulit melakukan 
keberterimaan terhadap Perda Berpakaian muslim dalam masyarakat Agam 
yang multikultural dan plural. Perda tersebut melakukan standarisasi aturan 
dalam agama-agama dengan standar aturan salah satu agama. Meskipun Islam 
telah mendominasi dan masuk ke dalam sendi-sendi adat, naun tidak dapat 
dipungkiri terdapat masyarakat non-Islam yang mendiami tempat tersebut. 
Sebagian masyarakat minoritas ini tidak mempermasalahkan adanya perda, 
karena mereka bangga terhadap agama mereka. Namun sebagian yang lain 
tidak berterima terhadap perda ini. Mereka khawatir akan menerima 
diskriminasi dari masyarakat beragama Islam.  Hal ini justru mengaburkan 
multikulturalisme dan pluralisme masyarakat Agam. 
Muatan yang terdapat di dalam Perda Berpakaian Muslim, jika tidak 
terdapat materi muatan baru,  setidaknya dapat memuat materi muatan 
perundang-undangan pada umumnya. Yaitu dengan mencerminkan asas 
pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; 
bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan 
pemerintah; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, 
keserasian, dan keselarasan (pasal 6 ayat [1] Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011). Namun standarisasi yang tertuang dalam Perda Berpakaian 
Muslim tidak mencerminkan asas bhinneka tunggal ika. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005 
tidak relevan terhadap tiga kosep pokok dalam Fikih Kebinekaan. Pertama, dalam 
konsep ummah, Perda tersebut mencerminkan konsep ummah dalam sifat 
eksklusif bukan inklusif dan egaliter. Kedua, dalam konsep hubungan mayoritas 
dan minoritas, Perda tersebut cenderung mendiskriminasikan hak-hak masyarakat 
minoritas dalam hal agama khususnya mengenai cara berpakaian. Perda tersebut 
menggunkan standar syariah Islam sebagai standar yang diterapkan di dalam 
masyarakat. Dengan demikina, standar berpakaian dari agama lain menjadi 
terabaikan. Ketiga, dalam konsep kepemimpinan dalam masyarakat majemuk, 
Perda tersebut menepiskan kemajemukan budaya dalam masyarakat dengan 
menggantikan budaya Minangkabau dengan budaya tertentu (budaya Islam). 
 Berkaitan dengan relevansinyanya terhadap multikulturalisme dan 
pluralisme, keberadaan Perda ini justru mengikis multikulturalisme dan 
pluralisme dalam masyarakat Agam. Standarisasi keberagaman budaya dengan 
menerapkan salah satu budaya sebagai standar terhadap budaya lain, 
menimbulkan pemaksaan dan penyeragaman budaya. Secara substansi, Perda ini 
secara langsung mendiskriminasikan pemeluk agama minoritas (selain Islam). Hal 
ini menghancurkan pluralisme yang telah terbentuk dalam masyarakat Agam. 
Perda ini menunjukkan upaya ekslusivitas dalam bingkai inklusivitas. 
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B. Saran 
Untuk mewujudkan Negara yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan, 
maka pelu mempertimbangkan kembali unsur pembentuk masyarakat. Masyarakat 
mayoritas hendaknya bersikap toleran dan mengayomi minoritas sehingga terjalin 
keselarasan dan keharmonisan di dalam masyarakat. Perlunya sikap saling 
menghargai tumbuh dalam diri setiap orang dalam masyarakat. 
Secara khusus, untuk para pengambil kebijakan untuk lebih 
mempertimbangkan kembali hak-hak minoritas di antara masyarakat mayoritas. 
Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk beribadah sesuai agama dan 
kepercayaan masing-masing. Muatan materi yang harus terkandung dalam suatu 
peraturan perundang-undangan sebaiknya diimplementasikan jika tidak dapat 
menemukan muatan baru yang lebih baik. 
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LAMPIRAN 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM 
NOMOR 6 TAHUN 2005 
TENTANG 
BERPAKAIAN  MUSLIM 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI AGAM, 
 
Menimbang :  a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945, Negara menjamin kebebasan tiap-tiap 
penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan 
masing-masing; 
 b. bahwa sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan ajaran 
Agama Islam dalam berpakaian, diwajibkan  menutup aurat; 
 c. bahwa sesuai dengan Visi Kabupaten Agam yaitu   “Agam 
Mandiri dan Berprestasi yang Madani “ maka untuk 
terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan 
kepribadian yang Islami, beriman dan bertaqwa perlu diatur  
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam. 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor  25 ); 
  2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara  Tahun 1974 Nomor 55,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ); 
 3.  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 
UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara  Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ); 
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional  ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor  
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 ); 
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004  
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004  Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437); 
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan  Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 
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 8.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005  Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4493); 
 9.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 
Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 3738 ); 
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah  Dan Kewenangan Propinsi Sebagai 
Daerah Otonom  (Lembaran Negara  Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ); 
 11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 
2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran 
Daerah Tahun 2000 Nomor 13); 
 12.  Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2001 
tentang Visi Dan Misi Kabupaten Agam ( Lembaran Daerah 
Tahun 2001 Nomor 2). 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM 
dan 
BUPATI AGAM 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN   AGAM   TENTANG  
BERPAKAIAN MUSLIM. 
 
BAB  I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Agam. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam. 
3. Bupati adalah Bupati Agam. 
4. Pakaian Muslim adalah pakaian yang menutup aurat. 
5. Aurat adalah  bagian tubuh manusia yang dilarang memperlihatkan kepada 
yang bukan muhrim. 
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan 
jenis pendidikan tertentu. 
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BAB   II 
TUJUAN 
Pasal 2 
Berpakaian muslim bertujuan untuk menutupi aurat sesuai dengan kaidah Islam 
dan menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela. 
BAB III 
KEWAJIBAN 
Pasal 3 
(1) Setiap pegawai dan peserta didik muslim wajib berpakaian muslim dalam 
melaksanakan tugas atau pada waktu mengikuti kegiatan sekolah. 
(2) Setiap masyarakat muslim wajib untuk berpakaian muslim dalam melakukan 
kegiatan sehari-hari dan pada acara resmi. 
(3) Bagi masyarakat non muslim diharapkan untuk berpakaian yang pantas dan 
sopan dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan pada acara resmi. 
(4) Ketentuan memakai pakaian muslim pada acara resmi sebagaimana dimaksud  
ayat (2) dapat menyesuaikan dengan ketentuan acara. 
 
BAB IV 
BENTUK PAKAIAN  MUSLIM 
Pasal 4 
Pakaian muslim  yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) adalah: 
a. Wanita: 
1) baju lengan panjang yang menutupi pinggul dan dada, tidak tembus 
pandang, dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh; 
2) rok panjang atau celana panjang sampai mata kaki dan  tidak ketat; 
3) memakai kerudung yang menutupi rambut dan dada. 
b. Pria: 
1) celana panjang sampai mata kaki atau di bawah lutut dan tidak ketat; 
2) baju lengan panjang/lengan pendek. 
 
BAB V 
SANKSI 
Pasal 5 
(1) Bagi Pegawai yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi  
berupa hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(2) Peserta didik yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi 
berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. tidak dibolehkan mengikuti pelajaran disekolah; 
d. dikeluarkan dari sekolah. 
(3) Masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi 
berupa: 
a. teguran ; 
b. tidak dilayani dalam  urusan pemerintahan; 
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c. sanksi adapt yang berlaku disalingka nagari. 
(4) Pengenaan sanksi yang dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara 
bertingkat. 
BAB VI 
PENGAWASAN 
Pasal 6 
(1)  Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh masing-
masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Instansi Vertikal. 
(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini bagi masyarakat 
disamping dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang, 
juga dilakukan Walinagari serta Ninik Mamak. 
 
BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 7 
(1) Penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan 
selambat-lambatnya 1 (satu) tahun  sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 
(2) Masa penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk 
melakukan sosialisasi. 
 
BAB VIII 
PENUTUP 
Pasal  8 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam. 
Ditetapkan  di  Lubuk   Basung 
pada tanggal, 25 Nopember 2005 
 
BUPATI AGAM, 
 
dto 
 
ARISTO MUNANDAR 
 Diundangkan di  Lubuk  Basung 
 pada  tanggal, 25 Nopember 2005 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM, 
 
 dto 
 
 Drs. MUCHSIS MALIK 
 NIP. 0100818886. 
 
 
LEMBARAN  DAERAH KABUPATEN  AGAM TAHUN  2005 NOMOR 6 . 
